IMPLIKASI SUXSESI NEGARA TERHADAP
PERJANJIAN INTERNASIONAL

(Studi Kesus Uni Sovist)

SKRIPST

Dinjuken untuk memanuhi salsh satu sysrat guns
memosro'eh aelar Serjiana Hukum pada Jurusan
Hukum Internasional Fakuites Hukum
Universitas 45" Ujung Pandeng

OLEH

MOHAMMAD SALADIN
No. Pokok[NIRM : 4588050022/8811304888

FARULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS 45 UJUNG PANDANG

1993




IMPLIKASI SUKS:SI NLEGARA TLRAADAP
PERJANIIAN INTERNALIQNAL

(Studi Kasus Uni Soviet)

oleh

Mohammad Saladin

FALULLAL HUKUM JURUSAN HUXUw INTERNAS T OilAL
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
1993




IHPLIKASI SUKSsSI NEGARA TERH .p.P
PERJANTIAN INTERNASTIUHAL

(8tudi Kasus Uni Soviet)

oleh

Mohammad Saladin
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian

Sarjana Negara Jurusan Hukum Internasional

pada

FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASICHAL

UNIVERSITAS "45" UJUNG LANDANG
1993




Judul skripsi : IMFLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP PER-
JANJIAN INTERNASINAL ( Studi Kasus
Uni Soviet )

Nama Mahasiswa : Mohammad Saladin.

Nomor Stb/NIRM 4588060022/8811304888,
073 / HI / FH U45 / II / 92.

-

Nomor Registrasi

Ll

Menyetujui
Konsultan II
/5
UN s &

U.R. Pattileuw, SH) (Taq;mddin Kadir, SH)

Mengetahui
| Deha.n Fakultas Ketua Jurusan Hukum
! .,__' _L ".* - 7oY ?--._ .,; . _ Internasional
| ~ .', .'; ¢ Y | ‘ J: s r.\?.—/}
| > 3 N . i 3 ) bt
‘ QHIONRY rx< : WIS L
\ (H.A. Tehir Hamid, SH) (Taqyuddin Kadir, SH)

Tanggal Pengesshan : 5 Januari 1993,




HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Senin / 8 Februari 1993,

Skripsi Atas Nama : Mohammad Saladin.

Nomor Stb/NIRM : 4588060022/8811304888,

Telsh diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fa-
kultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk iemenuhi

salah satu syarat guna memperolsh gelar Sarjana Negara pada

Jurusan Hukum Internasional.

Pengawas Umun

™

‘ersitas "4s5" Dekan Fak, Hukum UNHAS
/f oy, X
477.’meLJL44¢ ? K

-H.A.Zainal Abidin Farid) (Kadir Sanusi, SH, MS)

Panitia Ujian Skripsi

Ketua . /ﬁekretaris
: (e
K \%// e e [
(H. Andi Tahir Hamid, SH) (Fadli Andi Natsif, SH)

Team Penguji

A

Ketua : Prof.F.E. Likadja, SH. ( Oé“"— )

Anggota : M. Said Nisar, SH, LIM.

U.R. Pattileuw, SH.

Albert Lokollo, SH.




Motto:

It doesn 't matter when or where
you study, but the important thing

is your more passion for learn.

Don't see who is talking, but try

to listen what is it his saying.

Untuk kedua orang tua'tu
dan seluruh

keluargaku tercinta




EATA PENGANTAR

Tiada kata-kata indah yang daﬁat penulis haturksn ke
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AZSTRAK

- Peristiwa suksesi negara bukanlah suatu hal yang asing
bagi masyarakat internasional, walaupun tak dapat disangkal
masalah suksesi negara ini merupakan masalah Jyang cukup unik
dan kompleks. Berbagai peristiwa suksesi negara telsh ter-
jadi, misalnyag peristiwa  suksesi negara Columbia
yeag pada tahun 1832 pecah menjadi tiga negara, yanz aktual
untuit dibicarakan adalah peristiwa suksesi negara Unil Sovi-
et pada tahua 1991, yanz pecah menjadi 15 Republik yanz ma-
sing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri,

Feristiwa suksesi yang terjadi pada suatu negara,
axan memberikan pengaruh terhadap hubungan negara tersebut
dengan dunia jnternasional atau masyarakat internasional,
£arena akan mempengaruni pelaksanaan atauy kelanjutan aake
hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari perjanji-~
an-perjanjian internasional yang telah dibuat oleh negara
itu, juga hak dan kewajiban di dalam organisasi internasio-
nal,

Terdapat anggapan danwa semua hak dan kewajiban dari
negara yang digantikan beraliu kepalda negara pengganti, se-
sagaimana yang dikemukakan oleh common doctrin yang didasar

<zn atas analogi hukum sipil Romawi, tidaklah disetujui

oleh xebanyaken ahli hukum internasional, .ikan tetapi, juza




tidakleh benar untuk Denganggap bahwa tidak akan ada per-
alihan hak-hak dap kewajiban—kewajiban (sebagaimana Yang di
lontarkan oleh para ahli Jang menolak common.doctrine), de-
ngan mengemukakan argumen bahwa hak-hak dan kewajiban-kewa-
Jiban yang dimiliki oleh suavu negara akan hilang Dbersama
lenyapaya negara itu, Xarema itu sukar untuk dapat dibaptah
bahwa di dalam kenyataannya hak-hak dsn kewajiban-kewajiban
tertentu dapat beralih kepada negar: pengganti, Menurut Op-
sechelm, tiduk adz ketentusn steu aturan umum (generasl Fule)
Jaaz dapet dipergunakan untulc dij2dikxan daszsr semua masalan
mengenal suksesi negara; setlap kasus harus -dibicarakan
sendiri-sendiri (kasuistis).

Fraktek negara-nezara, keputusan-kepytusan, maupun
doktrin, menurut J.G. Starke, membuktikan adanya tendensi
untuk memperhatikan apakah patut atau sesguai dengan kepene
tingan masyarakat internasional, bahwa hak-hak dan kewajiwe
ban-kawajiban berpindah jika terjadi perubshan ekstern da-
ri kedaulatan atas wilayeh.

xvi



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belsksng Masalah.

Sebagaimana diketahui di dalam Statuta Mahkamah

Internasional pasal 38 ayat (1), terdapat sumber-sumber hu=
kum internasional yang salah satunya adalah "Perjanjisn in-
ternasional". Perjanjien internasional adalah perjanjian
yeng diadekan antera anggota masyarakat bangsa-bangsa dap
bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
Dalam perkembangannya telsh banyak terbentuk, di antaranya
"Konvensi Interpasional". Salah satu dari sekian banyak
konvensi tersebut adelsh Vienna Convention on Succession of

State in Respect of Treaties 1978,

Dalam pada itu Mochtar Kusumaatmadja (1982 : 109) me=-
ngataken bahwa apabila kita melihat kenyataan dewasa ini
bahwa gpemakin banyaknya persoalan-persoalan yang diatur oleh
perjanjian-perjanjian antara negara-negara termasuk pula
masalah-masaleh yang tadinya diatur oleh hukum kebiasaan,
maka urgensi perjanjisn internasional semakin menyatakan
dirinysa cebagai sumber hukum internasional terpenting.

Dalam praktek, perjanjian internasionsl merupakan

instrumen utama yeng dimiliki masyarakat internangionsal




untuk memulai atau mengembangkan kerjasama internasio-
nal, Dalam hukum nasional, para warga negara dapat memi-
1lih dari antara sekian banyak instrumen untuk melakukan
suatu perbuatan hukum atau mengadakan suatu transaksi,
misalnya, mengadakan perjanjian, pengangkutan, 1leasing,
lisensi, penyelesaian, pengakuan, dan sebagainya, ter-
gantung pada tujuannya masing-masing. Dalam lapangan in-
ternasional, perjanjian internasionallah yang digunakan
untuk hampir sesala macam perbuatan hukum atau transak-
si, mulai dari penawaran vang semata-mata bersifat bila-
teral di antara negara-negara sampai pada hal-hal pen-
ting seperti instrumen pokok yang bersifat multilateral
oleh organisasi internasional yang besar (misalnya, Pia-
gam PBB 1945).

Hampir dalam segala hal, tujuan perianiian inter-
nasional adalah untuk meletakkan kewa jiban-kewa jiban
yang mengikat bagi negara-negara peserta. Banyak penulis
teor{ hukum internasjonal mempertanyakan, mengapa per-
janjian internasional begitu mengikat?, mungkin Jawatan
satu-satunya terhadap pertanyazn ini terletak pada pan=-
dangan hukum internasional yang menvatakan bahwa perjan-
jian internasional yarg dibuat secara wajar menimbulkan
«ewa liban-kewajiban yarg mengikat bagi negara-~negara pe-
serta. Ada teoritisi zertentu, severti Anzilotti terpen-

dapat yang dikutip oleh Starke (1979 ; 119), bahwa ke-



kuatan mengikat dari perjanjian internasional terletak
pada adagium latin -Pacta Sunt Servanda , yang berarti,
negara-negara harus melaksanakan dengan itikad baik se-
gala kewajiban mereka dalam perjanjian internasional
tergebut. Apabila suatu negara telah mengikatkan diri
kepada suatu perjanjlan internasional, maka ia tidak bo-
leh menarik diri secara sepihak dari kewa jiban~-kewa jib~
annya tanpa persetujuan negara-negara peserta lainnya.
Pada konferensi London 1871, Inggris, Perancis, Italia,
Prusia, Rusia, Austria dan Turki memaklumkan deklarasi
sebagai berikut:
YBahwa negara-negara mengakui sebagai prinsip haki-~
ki hukum antar bangsa bahwa tak satu negara pun da-
pat menarik diri dari ikatan-ikatan sebuah perjan-
Jian internasional atau mengubah ketentuannya, tan-
pa persetujuan pihak-pihakx lainnya yang mengadakan
kontrak persahabatan® (Starke, 1989 : 119).
Semenjak berakhirnya perang dunia I dan II semakinm
banyak bangsa yang menjadi merdeka dan membentuk suatu
negara baru, diantaranya adalah sebagail akibat dari suk-~
sesl negara, Dari sudut pandang hukum internasional,
kKhususnya perubahan atatus dan kedaulstan syatu wilayah,
bﬁkannya terjadi secara otoggtis tanpa menempuh suatu
cara dan prosedur yang telah diterima dan diakui pelak-
Sanzannya oleh negara-negara yang sudah merdeka dan ber-
daulat.

Apabila wilayah suatu negara baik sebagian maupun




seluruhnya menjadi bagian wilayah negara lajin, atau ter-
bentuknya negara merdeka, atau beberapa wilayah berga-
bung membentuk negara serikat, atau satu negara dipecah-
pecah menjadi beberapa negara baru, atau suatu bagian
wilayah satu negara mengintegrasikan diri terhadap wila-
yah negara lain, maka di sinilah timbul tré.salah yang cu-
kup unik dan kompleks yang terjadi sebagai akibat dari
"Suksesi Negara®.

Dalam perkembangannya masalah suksesi negara ini,
telah terbentuk suatu Xonvensi sehubungan dengan perjan~
jian internasional, yang terkenal dengan sebutan Vienna
Canvention on Succession of State in Respect of Trea-
ties‘.'Konvensi ini telah diterima pada tanggal 23 Agus-
tus 1978 oleh 82 negara setuju, dua negara abstein (Pe-
fancis dan Swiss) pada konferensi PBB di Wina.

Konvensi Wina tahun 1978 pasal 2 ayat 1 huruf b,
memherl pengertian tentang suksesi négara yang berbunyi:

"Succession of states, means the replacement of one

state by another in the responsibility for the in-
ternational relations of territory ...."
yang diartikan sebagal perggantian suatu negara oleh ne-
gara lain dalam tanggung jawab terhadap wilayah démi hu-
5ungan internasional. Jadi berdasarkan pengertian di

atas, dalam suksesi negara terjadi perubahan identitas

internasional negara tersebut., Hal ini berbeda dengan




cession), yang tidak terjadi perubahan identitas inter~

nasional negara yang bersangkutan.

Dalam kepustakaan hukum internasional, suksesi ne-
gara dibedakan ke dalam dua kategori, yakni universal
succession dan partial succession. Pembedaan tersebut
ternyata didasarkan pada bagian wilayah suatu negara
yang digantikan kedaulatannya., Apabila suksesi terjadi
atas seluruh wilayah suatu negara, maka suksesi tersebut
dinamakan suksesi universal: suksesi universal terjadi
jika satu negara secara keseluruhan dicaplok oleh lain
negara, atau jika satu negara pecah menjadi beberapa ba-
gian yang kemudian menjadi negara-negara baru atau dise-
rap oleh negara-negara disekitarnya. Untuk hal ini penu-
1lis mengkategorikan suksesi negara yang terjadi di wila-
yah Uni Soviet merupakan suatu contoh sebagai suksesi
universal. Sedangkan pengertian dari suksesi partial
yaitu Jika suksesi dilakukan atau terjadi atas sebagian
wilayah suatu negara saja, atau dengan kata lain suksesi
partial terjadi apabila sebagian wilayah suatu negara
melepaskan diri dan menjadi negara yang berdiri sendiri
atau menjadl bagian dari negara lain,

Selanjutmya mengenai pergantian kedaylatan negara
atas suatu wilavah dapat berbeda-~beda, dan dengan perbe-

daan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berlain-



an. Dikeral lima macam suksesi negara menurut konvensi

Wina 1978, tentang suksesi negara dalam hubungannya de-

ngan perjanjian-perjan‘ian internasional, yaitu:

1. Apabila suatu wilayah negara, atau wilavah suaty ne-
gara, atau suatu wilayah yang dalam huburgan inter~
nasional menjadi tangzung jawal negara tersehbut kemu-
dian berubah merjadi wilavah nersara tersebu=z.

2, Negara baru (Newly Independent Srtate), b»ila
penzganti yang berzrara wak*u zehelyum zaat Tariadinys
suksesi negara merurakan wilavah yang tidak zebas
yarg dalam hubungan internasirnal berada i rgwah
tangzung jawab negara yang digantikan,.

3. Suksesi negara yang terladi sebagail akibat dari ber-
gabungnya dua wilayah atau lebih meniadi satu negara
merdeka .

4, Suksesi negara yang terjadi sebagzai akibat dari pens—
gabungan dua wilayah atau lebih mentadi suatu negara
serikat.

5. Suksesi negara yans terjadi sebarcal akiba* dicecan-
pecannya suatu negara menjadi bSeherava nezara baru.

Walaupun masalan suksesi regara ini *telahn “irumus-
xan sedemixian rupa dalam konvensi Wina 1979, mamun <er-
bukti bahwa kenvensi ini ruang linrkup Yerlakurva *erba-
tas terhadap akitat-akibat hukum suksesi negara dalan

hubungannya dengan persetujuan-versetujuan antar negars



saja. Jadi tidak mencakup atau tidak berlaku terhadap
akibgt-akibat hukum sukses! negara dalam hubungannya
dengan persetujuan-persetujuan antér negara dan subjek-
sub jek hukum internasional lainnya atau dalam hubungan-
nya dengan persetujuan-persetujuan internzasional dalam

bentuk tidak tertulis,

Meskipun demikian, Budi lazarusli dan Syahmin A K,

(1986 : 17) berpendapat banwa "hal-hal yang tidak atau
belum diatur dalam konvensi ini tetap berlaku menurut
Aukum kebiasaan internasional", Hal tersebut belakangan
ini secara tegas dirumuskan dalam alinea terakhir pembu-
kaan konvensi Wina 1978 sebagai berikut;:

"Affirming that the rules of customary interratio—

nal law will continue to govern questions not regu-

lated by the provisions of the present convention".
Apalagi masalah-masalah hukum dari rerjaniian-perjanjian
internasional Yang timbul sebagai akibat terjadinya suk-
sesi negara yang ada relevansinya, baik terhadap hukum
internasional umum maupun hukum kebiasaan Internasional
dapat diselesaikan menurut ketentuan konvensi Wima tahun
1969, tentang hukum perjanifan internasional,

Terjadinya suksesi negara atas suatu wilayah akan
menimbulkan akibat terhadap banyak hal, misalnya akibat
terhadap kekayaan negara setelah suksesi, arakah kekava-
an darl negara atau wilayah yang digzantikarn itu otomatis

menjadl milik negara pengganti, apakah hubungan diploma-




tik yang telah ada dari negara yeng digaptikan tidak ter—
ganggu, bagaimana kedudukan hukum negara pengganti dari ne-
gara atau wilayah yang digantikan tersebut dalam  kerangka
tata hukum internasional, danm yang tidak kalan prentingnya
adalah akibatnya terhadap perjanjian-perjanjian internagioe
nal yang berlaku, baik untuk negara pengganti maupun terha-
dap negara-negara lain yang telah terlibatg perjanjian de=
ngan gegara yang digantikan.

Riwayat negara Uni Soviet sebagai negara begar yang
meliputi seperenam wilayah dunia, terputus bertepatan pada
aari Natal 25 Desember 1991, ketika bendera merah Yang ber-
laabangkkan palu arit diturunkan secara dramatis dari puncak
Kremlin., Bubarnya negara Uni Soviet ini telah menciptakan
tiga negara Baltik (Lithuania, Latvia, Estonia) dan Georgia
serta sebelas negara republik lainnya (Rusia, Belorusia,
Ukreina, Moldavia, Armenia, Azerbaijen, Purkmenistan, Uzbe-
xistan, Tadzhikistan, Kazakhstan, Kirghigzia).

Kesemua negara-negara pengganti tadi, mempunyai sta-
tus negara yang merdeka (independent) dan masing-masing ne-
Zara mempunyai kedaulatan yang sema. Kecuali tiga negara
3altik dan Georgia, kesebelas neéara repyblik lainnya telah
3epakat membentuk suatu persemaknuran negara-negara zer-

deka (CIS - Commonwealth of Independent States),
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Yeristiwa atavw kejadian di atas dapat dianggap sew
bagai salah satu bentuk dari suksesi negere, berdasarkan
pasal 34 ayat 1 konvensi Wina 1978, yzitu satu negara
pecah menjadi beberapa negara yang masing-masing memili-
ki kedaulatan sendiri-sendiri, di sini terjadi pemecahan
(dismemberment) dari satu subjek hukum internasional.

Pecahnya negara Uni Soviet menjadi beberapa negara
yang independent, tentunya membawa dampak, baik yang sie-
fatnya internal mesupun vang eksternal.

Dampzak yang internal dapat kita lihat pade apa yang ter-
Jadi atau keadaan di dalam wilajah negara itu, misalnya:
lenyaprya negera Uri Soviet, Jatuhnya Kkekuasaan Partai
Komunis Uni Soviet yang telah berkuzsa selama 74 tahun
di wilayah negara Uni Soviet, berdirinva beberapa negara
varg merdeks sebagal negara pengganti (successor state),
dan terbentuknya Commonwezlth of Independent States yang
disingkat CIS atau persemakmuran negara-negara merdeka.
Sedangkan dampak eksternal, memberikan pengaruh terhadap
hubungap dengan dunia internasional, misalnya: pengaruh
‘pelaksanpaan hek dan kewa jiban setelah terjadinya spksesi
negara dalam kaitannya dengan organisasi {internasional,
der juga pengaruhnya terhadap perjaniian internasional

‘'yang berlaku baik yang bersifat bilateral maupun multi-



-
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laterzl yang telah dilakukan negara Uri Soviet sebegai
negarz vang cipartikan (predecessor etate) dalam hubung~
annysz cengan negara-negara pengganti serta dengan negarg
lain yzng terlibat perjanjian dengan negara Uni Soviet,

bertolak cari uraiar-uraian tersebut di atas, maka
penulis memilik judul karya tulis yang berupa skripsi
inl yakni: "IMFIIRKASI SUKSESY NEGLR4 TERHADLP PERJLNJILN
INTERKASIONAL (Studi Kasus Uni Soviet)r,

142 Betasan Masalah,

Mzesalah suksesi nepzra (stzte successior) ini{ me-
rupaker masalah yanr cukup unik dan  kompleks, karena
maszlizh suksesi negare ini telah menimbulkan berbagai

pendapz t /pandangan vang berbeda-beda 41 antzrs para sar-

v

Jzarz hukum internasionz? khususnye mengenzij zkihat hukum

d

m
b
|+

sukeesi negezra terhacdap perjaniiar irternacionzl
yang sedang berlzku. Sukeeri negzre vape terjedl di wi-
layeh Urni Soviet, yang telzh melzhirkan heberzpz negara
baru yvzng independent, mempunyai zkibat hukum terhadap
perjartian internzsionazl yang sedang berlaku khususnya
perjanijan internasional yang telah dibuzt oleh nega-
ra Uri Soviet, )
Mengenzi masalah tersebut di atas, tentunya banyak
hal yang dapat kita tinjau dari berbagai segi dan titik
randang masing-masing seguai latar belakang keilmuan
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yzng adzs dar dapet di tuzangkan melalui pemikiran dzn

bahkan karyz tulis semacam ini, wslzupur demikian penu-

lis memberznikan diri untuk turut mengembarngkan buzh pi-
kiran pulz dengar dilandasi olehr keinpinan yzng besar
dan tulus lewat karva tulie ini.

Ldalah suatu aksioma dar merupakan kodrat amanusia
yang serba terbatas dar kekurangan, maka demi menrnghin-
darkan diri dari kesalahan yang lebih besar, penulis
akan lebih memperinci dan membatasi diri untuk membahas
meszlah-masalah tersebut di atas.

Untuk itu penulic kemukakan bztasan maszlah seper-
ti tersebut di bawah ini:

1. Sampal sejauhmanakah akibzt hukum dari suksesi nega-
ra sehubungan dengan perjanjiazn internzsicnal yang
sedang berlaku yang mengikat negara yanpg digantikan,
dalam hal ini negarz Uni Soviet, terhadap negara-ne-
gara penggantinys, atau dengan kata lain sejzuh mans
negara-negara pengganti tersebut berhak atzg hak=hak
atau tunduk kepada kewa jiban-kewz jiben yang ditimbul-
kan daril perjanjian internasional vang telah dilaku-
kan negara Uni Soviet.

2. Bagalmanakah kedudukan hukum dari negara-negaraﬁpeng-
gantl menurut tata hukum internasional dan bagaimana
eksilstensinya di dalam pergaulan " masyaralat

interpasional. - Yang belakangan ini tentunya tidak




men-
ciptaker teberzype nepzrz baru Yanp irdependernt, maka
apakah rerfer’izr irternzsionzl vang bhericiken hak
dan kews ‘itzrn terssbut ving telzk  dilakuvkan negara
Uni Soviet, menjedi tanggung Jawab sepenuhnrya atau
beralih kepeda semuz negzra penrganti tersepbut, atau
gdakah deri sekian negzrz-negara vpengganti tersebut
Yang letih comirer urtuk merngambil zlit hak der kewa~
Jiban itu celem hubungannya dengan perjariian inter-

naslonel, <ar htzrzimzna pula denpan pemirdazhan hak

slar-perieriizn internacioral yzrg telzh dils-~
Kukar oleh negzrz Uri Soviet baik secera perjariian
bilaterel mzupun mercrskan perdaniizn multilateral
yarg ol cdezlemrye terdarat keterlibatan negzra Uni So-
viet; setelah terjadinva suksesi, bagaimarakah stetus
derl perjanjizn-perjaniian internasional tersebut,
baik untuk negara pengganti mzupun untuk negara pi-
hak ke due dalam perjaniian bilzteral, dar juga ter-
hadap negarz-~negara lzin yang Jupa terlibat dalam

perjaniian multilzterzl.



13 Metode Fenelitian.

Untuk mempercleh hasil yang optimal dzlam pembaha-
gan karya tulle ilmizh irni, terlebih dahuly ditempuh jia=
lan dengan meneliti sejauh mena litergtur vang ada veng
depat dijadikan bahen bacazn vtama berupe buku-buknu
standar. Fungei utema buku rctandar tersebut adalah seba-
gei landasan berpijak daler mengembangkan inspirasi sce-
carz luas dan menyeluruh terhadap suatu masalah, untuk
depat diaktualisasikan dalam suatu karys tulis vang kre-
cibilitasnya dapat dipertznggungjawabkan sebaga imgna
layaknya sebush karyz ilmizh.

Dzlam mengadaken penelitian kepustakaan (librery
research), diceri sejzuh mzna dalam kepustakaan interna-
sionz]l oleh para penulis di ridang hukum internasicnal
menulis tentang perjaniian internasional pada umumnya
dar sukeesel negara khususnya. Dengen berpedoman paca
perndzpat beberepa 2%1i hukum irternasioral mengenai suk-
sesi negara, mzka ternyata tanyak kasus yarng telah ter-
Jacl, yang dengan keberadaannya itu dapatlah kita merg-
aplikasikanrya dengan analisa yang kita kenal, artara
pendapat rebagai teori dan kasus cebagai kenyztaan. Sa-
lah satu dianteranys zdalah suksesi negara Uri Soviet
Yang pecah menjadi beberapa negara baru yang merdeﬁa.

Méngingat literatur dan data yang mengulas menge-
nai suksesi negara Uri Soviet tersebut sangat terbatas

atau minim sekali, maka diambil langkah untuk mengadakan
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penelitien lanjutan yang Dbersifat perelitian lapangan
(field research), dengen memilih dan menentukan tempat
Yang diperkirakan menyimpan vLanyak data nengenai hal
tersebut di =ztag,

Delar pada ita penulis memilih peberzpa tempat une
tuk mengadekan research masing-masing Direktorat Perjan=-
Jian Internasionsl DEPLU RI, Perpustekaan bidang Litbang
DEPLU RI, perpustekasmn csis (Centre for Strategic end In-
ternasional Studies), UNIC (United Nations Information Cen-
tre), kedutaan besar Rusia, kedutean bessr iAmepika Serikat,
iAmerican Cultural Center, macing-masing di Jaksrta, perpus~
takzan UNPAD di Bandung, perpustakaen UNHAS den perpusta-
kaen wilayah di Ujung Pandang. Di samping mengumpulkan data
berupa tulisan-tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen resmi
Jang ada juga dilakukan wewancara dengan beberapa orang
tertentu yang dianggap berkompeten untuk membepikan ketera=-
ngan, pendapat dan tanggapan atas masalah suksesi negars Uni
Soviet dan masalah perjanjian internasiopnalnya, Tidak lyput
pula pengamatan dan monitoring melalui berita mass medisa,
seperti; surat kabar, msjzlah, radio, televisi yang mﬁmuat
berita tentang suksesi negara Uni Soviet dan tenteng per-
kembangan negara pengganti dalam bubungannya dengen perjan-

Jian internasional yang berlaku.



Kemudian dalam rangke pemBaha “te:hédap magselahw

T 7 -
masalah tersebut di atas, digunak néﬁggggﬁégag deskrip-

A 3
£ ™ .
tif, dan di sana eini menggunakan enﬁ%&ﬁ%ﬁh innya mi-

salnye, pendekatan Ffurgsionzl maksudényz adszlah untuk me-
ngetahui ruang lingkup pelaksaznaan suksesi negers can
kedudukan hukumnya, serts penerzpan konvenei ¥inz tahun
1978. Kemudian melalui pendekatan komparztif, mengaran-
kan kita kepada penelashzn dari berbegai pendapet pera
ahli hukum internasional dan bagaimana aplikasinva dalam
kasue suksesi negara Uni Soviet tersebut. Pendekatan yu-
ridis dilakukan dengan menganalisa bahar-bahan yang te-
lah dikumpulkan dengan interpretasi hukum yeng ada.
Setelah bahan atau dsta dianggep cukup, maka kese-
luruhannya dibaca dan dianalisa, setelah itu disistima-
tisir ke dalam kelompok-kelompok bahasan, sesuzi dengan
sistimatika penulisan yang telah disedizkan, barulah pe-
nulisan Karva ilmiah ini mulai dituanpken dalam skripsi

ini.

1.4 Tujuan Penylisan,

Kiranya tidaklah berlebihan jika penulis berasumsi
bahwa, sekecil apapun Jenis kegiatan yang kitae Ilakukan
dalam bidang keilmiahan, seyogvanya mempunvai tufuan dan
memil ikl arti.

Adapun tujuan penulisan dari studi ini adalah un- .
tuk mempela jari dan mendalami implikasi suksesi negara
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dalam hubungannys derngan perjariian internasional. Se-
hilngga dapet diketahui secara mendalam peranar dan fung-
si perjanjian internasional khususnva dalam kaitannya
dengan suksesi negzra. Suksesi negare Uni Soviet dipilih
sebagai kasus penerapan suksesi negarz, sebab ezngat re=~
levan dan memiliki dimensi internasional dzlam kg jian
ilmu hukum internasionzl, sertz merupzkan suatv kasus
suksesl negara yang saat ini masih aktual.

Selain itu dengan penulisan karya ilmiah ini yang
berupa pengkesjian suatu kasus yang menyangkut suksesi
negara yang dalam hal ini mengambil suztu peristiwa atau
ke jadian yang terjadi di wilayah Uni Soviet, diharapkan
dapat memberikan suatu analisa perbandingan gantara teo-
ri-teori yang ada khususnya mengenai suksesi negara da-
lam hubungannya dengan perjanjian internacsional dengan
kenyataen atau pelaksanazn dari teori-teori tersebut di
dalam prakteknya pada suztu peristiwa suksesi negara se-
perti halnya suksesi negarz Uni Soviet.

Kiranya juga pembzhasan karya tulis ini dapat di-
jadikan masukan dan sumbangan kecil bagi mereka yang
menggeluti bidang hukum internacional pada umumnya dan
hukum perjanjian internasional pada khususnya. )

Di samping itu penulis berhasrat mengkaji ezlah satu as-

Pek hukum internasional sebagzaimana yesng tengah ditekuni
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dan urtuk memenuhi sysrat-syarat Tprogram pencidikan
ftrata 1 pada Jurusarn hulum internsesionzl fakultas hukum

Universitas Y42 TUiurg Pzndarg.

1«5 Sistematike Fembahasan.

Aknirnya, urtuk mencapazi haell vang lebtih optimal
dan agar pembahzsarn skripsi ini mudah dipahami, maka pe~
nulis menguraikan secara terperinci’/sistimatis ke da-
lam enam bab;

BEab 1. Pendahuluar.
Pada bagiar ini berisikar tentang latar belakang
masalah, yang lebik merupakan tinjauar kepustaka-~
an berdasarkarn anzlisa masalah sebagai suatu ka~
sus stauperistivwve, baztasar masalah, serta metode
penelitizn, tujuan penulisan dan sistimatika pem-
bzhasarn,

Bab 2, Tinjauar singkst mengenai Uni Soviet.
Pada bagiar ini membzhas mengenai latar belakang
s€jarah Uri Soviet, sistem pemerintahan dan kons-
titusinya, posisi etau kedudukan negara Uri So-
viet dalam tztznan pergaulan masyarakat interna-
cional sebelum terjadinvae sukeesi, dan sgkilas
mengenal peristiwa terjadinya suksesi negara,

Bab 3. Sukeseei negara dan akibat hukumnya terhadap per-

Janjian internasional,



Bzab 4,
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Dzlam bab ini pembzhasannyz difokusken pada suk-
sesi negars pada umumnya yang merupzkan penerzpan
teori-teori pengertian dan klasifikasi, cara-cara
terjadinya suksesi negara, zkibat hukum suksesi
pada umumnyz, zkibzt hukum sukseci negara terha-
dap perjanjian irternasional.

Beberapz catatern tentang perjenjizn internasionzl
yang telah dilakukan Uni Soviet.

Bab ini khusus menguraikan mengenai perjanjian
internasional yang telah dilakukan Uni Soviet,
yang dalam hal iri penulis hanya membztasi pada
perjanjian antara Uni Soviet dengén Amerika Se-
rikat, anteare Uni Soviet dengan Indonesia, dan
Juge pada perjanjizn internasional yang sifatnya
multilateral yang negars Uni Soviet terlibat se-

bagail negara peserta padz perjaniizn tersebut,

Bab 5. Anzlisa setelah terjadinya suksesi negara Uni

Soviet,

Bab ini merupzkan analisa penulis terhadap nega-
ra-negara pengganti, kedudukan hukum negara peng-
ganti dalam tata hukum intermasional, statug per=

Janjian internasional bagi negara-negara penggan-
tie



Eab 6, Penutup. _
Lglam bab ini nerisiken késimpulan dan saran vang
merupakan bagian penutup dari pembzhasan studi
ini,



BaA B 2
TINJAULK SINGKAT MENGENAJ UXI SOVIET

2.1 Sejarah .‘Berdirinyg Uni Soviet.

Pada tanggal 25 Oktober 1917, Yang dikemal dengan Revo-
lusi Oktober, era baru dibuka dalam sejarah umat manusia,
Vladimir I1jitsj Lenin (1870 - 1924) telah meletakkan dasar
berdi{rinya satu negara kowmunis di bekas kekaisargn Rusia, Pg-
da mulanya negara baru ini bernams "Federgsi Republik~Repub-
lik Soviet Soeialis Rusia® (FRSSR), kemudian tahun 1922 digan-
ti-dengan "Uny Republik-Republik Soviet Sos{aligh (URss).

Kata ®Soviet" (dewan rakyat) tidak begitn Baja muncul
sebagal istilah. Bagi Lenin kata *Soviet" mempunyai makna
mendagar, sebagal lawan dari liberalisme di Barat. Menurut
Lenin, Demokrasi parlementer kurang demokratis, karena parle-
men bilasanya dikuasai oleh golongan menengah ke atas, sedang-
kan rakyat kelae bawah tidak tehu-menahu tentang parlementer.
Agar vakyat jelata ikut menentukgn Jalannys pemerintohan dan
kehidupan negaya, harue dibentuk dewan-dewan rakyat (Soviet).
Soviet di bawah bharus memilih Soviet di atasnya, Soviet lebih
atas inl memilih lagi Soviet di atasnya, begitulah selanjut-
bya secara berantai sampai terbentuk "Soviet Tertinggi":

lenin menyebut eistem ini "Demokrasi Soviet", pementara
plhak lain menafsirnya dengan "Demokrasi Rakyat". Dari panda-
ngan Lenin ing dapat dipahami bahwa Uni Soviet édahh perse-

20
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kutuan dari Dewan-Dewan Rakyat yang berasal dari Republ {k=
Hepublik Sosialis. landasan ideologi persekutuan ini adalsh
konunisme. Lenin berusia singkat, dia hanya ecam sampai tujuh
tahun eaja memimpin Uni Soviet. Dia digantikan kawan seperju-
enganoya dalam revolusi Bolsyewik, Joseph Stalin,

Ketika Lenin masih hidup, Stalin sudah berhasil meraih
kedudukan sangat penting, yaitu Sekretaris Jenderal Komite
Sentral Partal Komunis Uni Soviet (1922). Tidak lama setelah
lenin meninggal, Stalir berhasil menyingkirkan saingan besar-
nya Leon Trotesky, jJadilah Stalin tokoch utama Uni Soviet di
Kremlin.

Perbedaan Stalin dan Trotsky bukan mengenai  ideologi,
tetapl mengenai siasat penyebaran komunis ke seluruh  dunia,
dan pembentukan satu masyarakat komunis gedinia. Trotsky ber~
pendapat, penyebaran komunisme ke seluruh dunpis segera dilak-
sanakan. Unfuk mencapai itu revolusi dunia harus dikobarkan,
dan kaum buruh adalah kekuatan sangat penting.

Stalin berpendap-t sebaliknya. Revolusi dunia untuk
membangun masyarakat komunis sedunia tidak perlu dilaksanakan
buru-buru. Usaka yang paling penting adalah membangun dan
menperkokoh komunis Rusia lebih dahulu. Dary Rusia yang sudah
kuat itulah nantinya, komunisme diluaskan ke seluruh dunia,

Mepurut pandangan Stalin, kaum tani sama rentingnya de-
ngan Waur buruh. Bahkan Stalin berpendapat, untuk rencapai
kema Juan Uni Soviet, kaum komunis boleh mempergunakan modal



22

asing, serta juga bekerjasama dengan ahli-ashli asing. Perjan-
Jian Perancis-Rusia (1923), ketika Lenin mapih hidup, menjadi
P2gangan bagi Stalin, dalar perjanjian yang Rusis mendapat
bantuan pinjaman dari.Perancia untuk pembangunan Rusig.

Stalin melanjutkan "New Economical Policy" (KEP) lenin,
yaitu produksi pertanian boleh dijual bebas. Tetapi, agar ka-
um "Kulak® yaitu petani kaye tidak semena~mens dalam harga,
®waka diadakan pertanian selektif (Kolchos) di samping usaba
pertanian negara (Sovchos). Dengan demikian, di pasar bebas,
petani kaya mendapat saingan dari Kolchos dan Sovchos.

Di atas landasan pertarian Yang agak kuat itu, mulajlah
Stalin dengan industrialisasi Rusia besar-besaran yang seka-
ligus dibarengi dengan modernisasi pertanian. Untuk mengejar
ketinggalan Uni Soviet dari Barat, Stalin welancarkan "Renca-
ha Pembanguman Lima Tahun"™ mulai tahun 1927, Setahap demi se-
tahap, Stalin berhasil membangun Upi Soviet, sehingga ketika
perang dunia II meletus, Uni Soviet telah tumbuh menjadi ne-
gara besar dan kuat.

Sebagaimana sudah dicatat oleh sejarah, Uni Soviet gda~
lah salah satu negara pemenang yang keluar dari perang dunia
1I. Bahkan dalam kekuatan dunia berhzsil melampeani Inggris
dan Perancis, Uni Soviet muncul sebagal satu "Super Power® di
hadapan Amerika Serikat. Dalam wembangun dan menumbuhkan ke~
kuvatan Uni Soviet, Stalin telah berbuit banyak kekejilan. Hal
ita tldak mungkin disangkal, namun tidak dapat pula disanggah
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bahwa Stalinlagh yang mengharumkan dan membesarkan Uni Soviet
sehingga negara ini disegani, sekaligus ditakuti dan dibenci
oleh bangsa~bangsa di dunia. Para penggantinya tidak lagi
membeparkan Uni Sovie?. malah sebaliknya, mereka menjadi be-
sar di atas kebesaran yang sudah dibangun oleh Stalin. Ketika
Stelin weninggal, Uni Soviet sudah menjadi negara nuklir,
yang kemampuapnya dalam memproduksi senjate atom setara de=
ngan Amerika Serikat.

Uni Soviet, dengan susah payah dan melalui perjuangan
hidup-mati didirikan oleh lenin, dibangun dan dibeserkan ber=
tashun~tahun oleh Stalin, kemudian dipelihara oleh pengganti-
penggantinya bertahun-tahun pula. Namun ironisnya, dalam tem-
Po yang ama$ pingkat, negara besar itu binase di tangan
Mikhgil Gorbachev.

2.2 Sigtem Pemerintahan dan Kongtitusi.

Negara Uni Soviet merupakan negara yang berbentuk Re-
publik Pederal yang terdiri dari lima belas republik negara
baglan, yang mwenganut sieter pemerintahan preeidensii], de=~
ngan satu -partai yang berkuasa yaitu Paytail Komunis.

Kriteria bentuk negara federal ini dikemukakan oleh
Moh, Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, SH (1983 : 169), hakiwa;
pada negara federal negara-negara bagilan mempunysi wewenang
untuk membuat Undang-Undang Dasarnya sendiri (pouvoir conaté-
tuant) dan dapat menshsikan bentuk organispeinya masing-ma~
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eing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konsti~
tusi dari negara federal seluruhnye. Dalam negara federal we-
wenang pembuat undgng-undang pemerintah pusat federal diten~
tukan secara terperingi, sedangkan wewenang lainnya ada pada
negara-negara baglannya,(residu power atau reserved power).

Uni Republik-Republik Soviet Sosialis adalah negara so-
9lalis milik peluruh rakyat, mencerminkan kehendgk serta ke~
pentingan-kepentingan kaum buruh tani dan cendikiawan, rakyat
pekerja dari peluruh bangsa dan suku bangga pegeri ini. Selu-
ruh kekussaan di URSS berada di tangan rakyat. Kakyat melak-
sahakan kekuapaan negars melalui Soviet-Soviet (Dewan-dewan)
Perwakilan Rakyat, yang merupakan landasan politik URSS. Se-
@ua badan negers lainnya berada di bawah pengawesan dari, dan
bertzapnggung jawab pada, Soviet-Soviet Perwakilan Rakyat.

Berikut ini penulis mengurzikan, mengenai bagaimana or-
ganigasi pemerintahan yang dijalankan di negara Uni Soviet.
Delam organisasi pemerintahan, badan legislatif (soviet-sovi-
et) dan badan eksekutif (dewan menteri) diorganisasikan dalam
garie teritorial. Setiap republik ada komite eksekutif dan
bukan dewan menteri; dan soviet-soviet sebetulnya merupakan
badan administrasi, dan bukan badap legislatif.

Di puncak adalah Soviet Tertinggi, yang terdiri darg
duva dewan, setiap dewan terdiri dari 750 anggota (orang). Se-
viet Tertinggs bersidang setiap dua tahun sekali untuk membe-
rikan pengesahan bagi kebijakan-kebijakan Yang sudah diputus-



kan oleh Partail. Bilamana dalam sidangnya ada berbagai reso=
luei, maka diadakan pemungutan suara. Biasanya suara bulat di
lakukan dengan unjuk kekuasaan, Pungsi khusue di dalam Saoviet
Tertinggl adg di tangan presidium, yang terdiri seorgng pre-
siden dan beberapa wa;kil presiden. Presidium mengajukan pemi-
libar dan menyelenggarakan sidang-sidang Soviet Tertinggi.

Di samping tugasnya tersebut, juga menafsirkan undang=-undang,
dan meratifilpsi serta membatalkan perjanjjan-perjanjian ine
ternaseional, Kekuasaan yang dimiliki selain tersebut di atas,
presidium ing dapat menetapkan dan membubarkan komendo-koman=
do militer, dan dapat mengumumkap keadaan perung serta ®memo~
blliesel angkatan bersenjata bila perlu. Mepang kalaw dilihat
daftar kekuassannys sangat mengesenkan, namun dalam prakiek-
nya, presidium hanyalah macan kertas, karena tidak dapat wmee
lawvan dan mengesampingkan keinginan partal dalam persoalan
penting apapun.

Bagaimana struktur hirarki ke bawah, Terutams di repub-~
lik-republik Uni memiliki soviet-soviet dan dewan menteri. D4
sapping itu juga ada mnit-unit otonom, daerah-dgerah, kota
besar, dan kecil, distrik perkotsan, pedesaan, dan desa~desa,
dengan soviet-sovietnya yang mencapal Jumlah lebib dgri limg
pulub ribu. Kesemuanya memiliki komite eksekutif ( yang dipi-
1ih pada eidang pertama soviet), dan departemen administratif
serta komisi permanen, Soviet ini bersidang empat tahun atan
enam kalil setghun, dan komite eksekutif dibantu oleh departe-~
aen adniniatntif Yang tepat, mengurus daersh administratif-
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nya. Komite eksekutif kota Moskwa mengurus rum=h sakit, ta~-
man-taman, pelayaman transportasi, perumahan dan lain~laip.
Selanjutnya ada anggote komisi permanen yang mengatasi kegia=-
tan-kegiatan {ni.

Bagaimana hubungan antara soviet dan komite-komite par-
tal pada berbagai tingkat? Soviet adalah suatu komite pekerja
dengan tulang punggung proletar yang memelopori revolusi pada
tahun1917, dalam Jarak waktu yang tidak begitu lama antara
Bevolusi Pebruari dan Revolusi Oktober, soviet petograd ( Le-
ningrad) aktif dalew menggulingkan pemerintahan propinei, Ke=
mudian, soviet-soviet bermunculan di mana-mana, dan Kongres
Soviet-soviet Memegang otoritae tertinggi. Kaw soviet (dewan)
dijadikan bagian dari nama negara ketika Uni Soviet dibentuk
pada tahun 1922. Selama mesa Stalin, sovietesoviet kehilangan
bukan saja gairah revolusionernya, melainkap Juga kekuatan
politiknya. ulen karena itu memang benar, setiap keputusan
komite partal harus disetujui secara resmi oleh poviet-soyiet
Yang bersangkntan sebelum disahkan, Hal ini berlasku khusus
terutama dalam kaitannya dengan perundang-undangan Yang diaju
kan, diperdebatkan dap dirancang oleh komite sentral den ke~
wudian secara resml disetujui oleh Soviet Tertinggi. Tetapi
tidak dapat dipungkiri bahwa, sekarang ini, soviet telah di-
ciutkan .peranpga. yaitu hanya menyetujul keputusan-keputusan
komite-komite partai.

-

Dalam prosedur pemilihan anggota soviet-soviet; tujuan
pokok dalam mapalah pemilihan adalsh agar dalam tubuh Shvi-
et-soviet memjliki anggota yang mandiri dan bukan "yeg man"



partei bila kelompok ini mau menghadapl tekanan para pejebat
pexrtai, Selama vertahun-tahun, name calon tunggal, yang dise~
tujul partai, telah ditempatkan di surst susra di setiap po~
sisi yang harus diisi. Bagi seorang pemilih, satu-satunya ca-
re untuk menyatakan ketidaksetujuannya adalah dengan mencoret
nama celon tersebut sebelum memberikan suera. Pada akhirnys,
orang yang dicalonken aksn terpilih; satu-gatunya syarat adaw=
lah kebarusan mendapatkan mayoritas sederhana atas susara pars
pemilih,

‘Namun delem setiap pemilihan, semua embel-embel pemi~
lihan wenandai proses pemilinan untuk Soviet Tertinggl dan
soviet-soviet republik diadaken lima tsahun; pemilihan untuk
soviet-soviet lokal berlangsung lebih sering, yaitu tiap dua
setengah tahun, Celon yeng diajukan oleb pekerja pabrik dan
pertanian atau pekerjs lainnya. Tentu saja, para calon harus
memenuhl garis pedoman partai, den pejabat distyrik partai ha=
rus memastikan bahwa berbagai kelompok profesi, pekerja pab-
rik dan pertaniesn, serta wanita, cukup terwekili. Calon menw=
daftarkan diri pade komisi pemilihan dsn secera resmi disetu-
Jui dalam rapat pemberl suara. Ada masa kampanye pemilihan
selama tiga minggu yang berupa rapat-repat umum, penjajagan,
dan diskus} aktif mengenai berbagai masalah (lokal dan pasio=-
nal,. Pemilihen biassanya diselenggarakan pada hari minggu dan
Jumleh pemilih yang hedir banyak, melebihi 70 persen termasuk
Yang absen dan pemilih yang dimendatkan. Semua orang dewasa

di atas usia 10 tehun berhak memilih. Tetspi persamsannys
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dengan demokrae! pluralis, dibuat-buast, partal mendoaminasi
Pilihan calon yang bisa disetujui,

Bagi setiap banges (Nation) dan negara, baik yang sudah
lama merdeka maupur yang macih baru eaja memperoleh kemerde-
kaannya, konstitusi n;erupakan sesuatu yang sangat penting,
Eonstitusi suatu negars termuat di dalam UUD (Grondwet, Pun-
damental Iaw) dan berbagai aturan konvensi, Pare sarjame po-
l1itik berpendapat, bahwa harus dibedakan antars negara ber-
konstitusi dan negara yang mempunyai pemerintaban konstitugi-
onal (Constitutiomal State; Constitutional Government), Nega~-
ra yang mempunyai konestitusi (mempunyai UUP yang lengkap dan
indah) belum tentu mempunyai pemerintahan yang konstitusiopal.

Pemerintah konstitusional harus memenuhi beberapa sya-
rat di antaianya Yang terpenting; Stabilitas Prosedural (pro-
sedur~prosedur kehidupan politik jJangan terlampau sering ber-
ubah atau diubah-ubgh, agar supayarakyat tidak menjadi bi-
ngung); Pertanggungjawaban ( accountability, pemerintah harus
memberikan pertanggungjawaban mengenai segala sesuatunya ke~
pada vakyat); Perwakilan (barang siapa menjadi pgjabat pe-
nguasa negars harus bersikap dan menjalankan jabatannya seba-
gai wakil yang dipercayai oleh rakyat, dan tidak pebagai se~
orang yang berkuasa); Pembagian Kekuasaan (kekuasaan negara
harus dibagi-bagl di antara organ-organ negars agar supaya
ada mekanisme galing baniosmembantu dan awme-mengawasi untuk
wencegah penyalahgunaan kekuasaan, misalnya kekuapaan pelak-
sanaan dan pengawasan jangan berada di satu tangan); dan Ke-
terbukaan (segala apa yang wajib atau seharusnya diamumkan
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harus diusumken seluas-lumsnya agar supaya wargs Trakyat yang
bersangkutan mngetahul segala sesuatunya yang harus diketahui),

Konstitusi (UUD) Uni Republik~Republik Soviet Sosialis
telah diterims baik pada tanggal 7 Oktober 1977 oleh sidang
VII Soviet !ertinggi‘bnss masa persidangan IX. Eonstitusi Ung
Republik-Republik Soviet Sosialie menyimpulkan pengalaman kee
tatanegaraan Soviet selama 60 tahun, mengukuhkan perubahan
mendasar yang terjadi di dalam segala segi kehidupan negara
sejak Revolusi Sosialis Oktober Begar. Konastitusi tersebut
memelihara Kesinambungan ide~ide dan asas-agas yang melandass
konstitusi Soviet pertasa tahun 1918, Konstitusi URSS tahun
1924 dan konmtitusi URSS tahun 1963,

Konstitusi URSS genentukan dasar~ dasar tata sogial po-
l1itik dan ekonosi serta kebijaksangan Uni Soviet, pringip~
prinsip susunan negara Soviet, lembaga-lembaganya dan hubgng-
an timbal balik negara.deggan-orginisasi-organipasi masyara-
kat, kedudukan yuridis individu, hak-hak, kebebasan-kebebasan
dan kewajiban~kewa jiban para warga negara..DUD URSS tidak bha-
nya mempermaklﬁnkan hak-hak warga negara, seperti hak untuk
mendapat pekerjaan, hak beristirahat, hak akan perumahan, hak
menikmati pendidikan dan menerima perawatan kedokteran secaras
gratls, welainkan menetapkan jaminan politie, materiil, dan

-

yuridis bagi pelaksanaannya.

Menurut Konstitusi Uni Soviet pasal 70, URSS merupakan
suatu negars persatuan, federal, multinasional, yang dibeptuk
atas dasar prinsip federalisme sosinlis sebagail akibaet dari
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kebebasar bangsa-bangsa untuk mepentuban nasib dirl sendiri
dan- penggabungan secara suka rela Republik-Republik Soviet So=
8lalip yang berhak sama. Sebagai negara federal URSS mengga-
bungkan 15 Republik Uni. Setiap Republik Uni turut serta da-~
law penyelesajan mapalah-masalash yang masuk dalam wewenang
URSS, tidak pandang luag wilayahnya atau jumlah pendoduk, me-
milih 32 wakil untuk ma jelis Bangsa-bangsa, setiap Republik
Uni diwakill dalam Presidfum Soviet Tertinggl URSS, Pemerin-

tah URSS dan Pengadilan Tertinggi URSS.
Badap Tertinggl kekuasaan pegara URSS adalah Soviet

Tertipggl URSS (Pasal 108), yang terdiri dari dua Majelis
yang berhak same; Majelis Uni dan Majelis Bangsawbangsa. Ma=-
jelis Uni mencerminkan kepentingan bersama eeluruh  pendyduk
URSS, sedangkan Ma jJelis Bangsa-bangse kepentingan baBgsa-hang=-
s8a dap puku-guku bangsa yang terdapat di wilayah URSS. Sowiet
Tertinggi URSE pada sidang gabungan Majelis-majelisnya memi-
1ih Presidium Soviet Tertinggi URSS sebuah badan tetap Soviet
Tertinggl URSS, yang bertanggung jawab kepadanya dalam semua
kegiatannys dan melaksanakan fungsi-fungsi badan tertinggi
kekvasaan negara URSS pelama masa di antara eldang-sidang So=-
viet Tertipggl dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-
Undang Dasar (Pasal 119).

Ciri khas Konstitusi URSS ialah Bab khusus mengenii po=-
1itik luar negeri URSS (Bab 4), Undang-Undang Dapar URSS ber-
bunyi behwa Uni Soviet melaksamakan politik perdamaian, meng-
anjurken perkokohan keamaban bangsa-bangsa dan kerja samg in-
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ternasional yang luas. Propaganda perang d{ URSS dilarang,
(Pasal 28). Konstitusi URSS ini terdiri dari; 174 pasal, 21
Bab, dan 9 bagian. D1 dalam Bab I dan Bab I1 termuat sistem
politik dan sistem negara Uni Soviet yang menganut paham mo-
8lalisme., Konstitusi URSS sungguh~sungguh merupakan dokugen
rakyat. Dalam pembahasannya ikut serta 140 juta orang, yang
telah menga Jukan 400.000 saran, catdtan,dan tambahan,

2.3 Popisi Uni Soviet Dalam Tatapan Pergaulan Masyarakat In-
ternasiona}.

Palam percaturan politik dunia pengaruh kedua Super Po-~
ver; Amerika Serikat dan Unig Soviet, sangat dirasakan. Xedug-~-
nya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kedudukan yang
kuat dan menarik negara-negara ke dalam orbit pengaruhnya.

Struktur politik Internasional pada masa pasca  Perang
DunidiKedua yang disebut sebagal bipolar, terdapet dua blok
yang masing-maging didukung dan dikontrol oleh negara-negars
adidaya yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, Setiap blok her-
usaha membuat batasan yang seolah mengisolasinya dari hubung=
an atau pangaruh yang datang dari blok lain, Akibatnya seolah-
clah terjadi status quo di mana masing-masing plhak menghors..
mati batasan-batasan tadi.

Walaupun begitu, setiap blok sebenarnya bertujuan untuk
memiliki kekuatan yang lebih besar daripada blok lainnya, se-

hingga kompetisi merupakan ciri khas struktur birgkrasi ing.
Konfrontasi dalam batas tertentu memang ada, hanya saja ter. -
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batas yang digebabkan oleh adanya senjata pamungkas yang meng-
hancurkan kedua pihak (balance of terror) bahkan menghancur-

kan seluruh dunia, kalau keduanya benar-benar terlibat kon-

flik., Itu sebabnya Btruktur bipolar terkenal Juga sebagai "pe-

rang dingin®, antara lain oleh karena memang yang terjadi pe-

rang dalam kadar yang kurang menghancurkan, lagl pula konfron-
tasi yang terjadi blasanya timbul di wilayah~wilayah "kelabu"

Yaitu wilayah-wilayah yang belum Jelas benar berada di dalam

blok yang mana, seperti yYang terjadi di Vietnam, Nikaragua,

Timur Tengah, dan lain aebagainya.

Walaupun begitu akan terlihat bahwa antara kedua blok
ini terdapat juga komunikasi malahan hubungan dagang, walau-
pun terbatas, Kedua belah pihak mempunyai alasan sendiri me-
ngapa komunikasi dan hubungan dagang tersebut dibutuhkan. Bﬁ-
at negars-negara yang wenganut leniniegme ini, hubungan dagang
ternyata membawa mereka. kepada kebangkrutan yang membawa dam-
pak lebih jauh, baik kepada kondisi ekonomi maupun politik,
Pelbagai macam ketidaksiapan dari mereka, termasuk efisiensli,
semakin mendorong mereka ke dalam kesulitan. Sudah barang
tentu pemerintah-pemerintah mereka mencari Jalan keluar mela-
lui kebijakan penyeauatan, Ini ternyata kurang berhagil, dan
semakin diperbyruk lagi dengan terjadinya penyerbuan Soviet
ke Afganistan yang membawa dampak buruk kepada hubungan da-
gang antara negara-negara yang menganut le-npinis dengan nega-~

Ta-negara yang menganut liberal di Barat.
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Setiap peristiwa di Uni Soviet int wenjadi penting, me-
Ngingat bahwa Uni Soviet adalah sebuah negara adidaya yang

berdampak global tentunya. Perkembangan demi perkembangan po-
11tik yang terjadi di dalam negeri Uni Soviet sedikit banyak
akan membaws konsekwenai pula terhadap perkembangan politik
Internasional. Pemisahan diri yang mendadak oleh Republik~Re~
publik Di Uni Soviet tersebut paling tidak akan membawa pe-
ngaruh pada munculnya kekacauan ekonomi pada mereka psendiri
Yyang selanjutnya akan memicu eksodus besar-besaran rakyat
Eropa Timur ke Eropa Barat. Hal ini tentunya akan mengkhaws«:
tirkan pihak penguasa di Eropa Barat karemna akan kewalahan
meéenampung arus pengungsi yang sedemikian besar dan juga kare-
na pertimbangan keamanan militer lainnya.
Posisil Uni Soviet sebagal negara adidaya, yang berada

di kawasan Asia Pasifik, kehadiran Soviet di kawasan ini, pe-
ranan dan pengaruhnya sebenarnya tidak sebesar Yang didugs
atau dikhawatirkan orang. Arti *pengaruh®, dan bagaimana pe-
ngukuraya memang dapat diperdebatkan. Tetapi Jika dibanding-
kan dengan Amerika Serikat, sama-sama negara super dan kekua-
tan pasifik, dapat dikatakan bahwa Uni Soviet adalah penda-
tang baru. Kehadiran, peranan dan pengaruhnya relatif keci]
baik dalam arti militer, politik maupun ekonomi. Sejak sebe-
lum, selama, dan berakhirnya Perang Dunia II hingga sekarang
Amerika Serikat praktis telah mendominasi kawasan ini. Pecah-
nya Perang Kores dan Perang Vietnam semakin memperkuat keha-
diran dan peranan Amerika Serikat. (J. Soedjati Djiwandono,
1987 1 134),
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dorong meningkatnye perasacn sc¢peratisme di kalangan rakyat

Uni Boviet,

Masalah perpecahan republik-republik dalam fkatan Uni
Soviet sebemarnya telah terjadi sedbelum kudeta. Semangat un-
tuk merdeka gemakin menggedbu~gebu setelah terjadi peristiwa
tragis kudeta pada 19 igustus 1991, Tambah lagl adanya ke~
longgaran yang mereka rasakan setelah pembubaran Partai Komp-
nis Uni Sovie yang eelama 74 tahun menguasai kehjidupan mere-
ka . .

Menjelang prakudeta,,pads tahun 1990, dari ke 15 repub-
1ik sudah adg beberapa yang telah mencoba untuk memisahkan
diri dari Ung Soviet,- antara lain;

a. Georgia, pada tanggal 9 Maret 1990 mengeluarkan deklarasi
Union Treaty yang nanti skan diadakan pada tahun 1992 di-
nyatakan tidak sah. Bahkan pada tanggal 10 November 1990
republik ini menyatakan akan mengupayakan kemerdekaan pe-
nuh, |

b. Lithuania, pada tanggal 11 Maret 1990, mengeluarkan deklg~
rasi kemei‘dekaan. bahkan dalam perkembangannya pada tang~
gal 26 Agustus 1991, setelah terjadi Kup, Lithuania telah
mengambil alih kontrol perbatasannya dan mulai mengeluar-
kan visa.

c. Rusia, setelah Lithuania berani mengeluarkan deklaras{ ke~
merdekaan, jkut pula mengeluarkan deklaragi kemerdekaannya
rads tanggal 11 Juni 1990. Rusja berhak meninjau ulang
perbatasan bagi yang akan memisghkan diri dari Uni Soviet,
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Ugbekistan, sembilan hari setelah Rusia wenyatakan kedgu--
latan, pada tanggal 20 Juni 1990, mendeklarasikan kedaula-
tan dan akan mengedakan sldang khusus uptuk membicarakan
kemerdekagp,

Ukraina, pada 16 Juli 1990, mendeklarasikan kedaula tannya
dan dalam perkembangannya pade tanggal 28 Agustus 1991,
setelah peristiwa kup, menyatakan kemerdekaan penuh,
Tadghikistan, bersamaan dengan Ukraina, pada tanggal 16 -
Juli 1990, mendeklarasikan kedaulatannya. Dalam perkembang-
ap selanjutnya setelah peristiwa kup dan pembubaran Partasi
Komunis, pada tanggal 28 Agustus 1991 menyatakan kemerde~
kaan penuh,

Belorusia, pada tanggal 27 Juli 1990 mendeklarasikan ..ke~
merdeksannya. Dalam perkembangannya pada tanggal 25 Agus-
tus 1991, jatuh pada hari Minggu, menyatakan untuk mendek-
larasikan kemerdekaan penuh.

Estonia, pada tanggal 20 Agustus 1990 mengadakan pemungute
an suara untuk merdeka.,

latvia, pada tanggal 21 Agustus 1990 juga mengeluarkan
deklarasinys untuk kemerdekaan penuh.

Turkmenistan, ikut serta mengeluarkan deklarasi kedaulatan
nya pada tanggal 22 Agustus 1990. i
Armenila, pada tanggal 23 sgustus 1990 sehari setelah Turk-
menistan mengeluarkan deklarasi kedaulatan, mengeluarkan
Juga deklarasinya. Namun tetap berkeinginan tetap menjadt
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bagian dari Uni Soviet selamg periode transisi.

l. Azerbaijan, sebulan setelah Armenia mepyatakar deklarasi
kedaulatannys, ikut mengeluarkan deklarasi kedaulatan pada
tanggal 23 September 1990.

m. KEagakhstan, pada tgnggal 12 Desember 1990, ikut seperti
republik-republik lain, dan menyatakan kedaulatannya.

n. Moldavia, haru pada tanggal 27 Agustus 1991, tepatnya pada
hari Selasa, mwengeluarkan deklarasi kemerdekaan penuh,

Usaha separatis, seperti yang telah dilakukan oleh Re-
publik-republik bekas Uni Soviet, sebenarnya bukan tindakan
non konstitupiosal, tetapl merupakan sesuatu yang legal. Da-
lam Konstitusi Uni Soviet 1977terdapat pasal yang membengykan
tindakan tersebut. Pasal itu yakni Pasal 72 yang berbunyi;
"Setiap Republik Uni berhak secara bebas keluar dari  URSS".
Dapat dipastikan, Corbachev tidak mempunyai pilihan lain un-
tuk memblarkan terjadinya kelonggaran-kelonggaran ikatan fede-
rasl di Soviet,

Dalam hal ini, untuk mencegah dimntegrasi politik yang
semakin parah, maka Gorbachev telah mengupayakan pembaruan
Perjanjian Un} antar republik dengan pemerintah pusat. Tetapi
upaya tersebut tertunda karena telah terjadi kudeta yang ga-
gal tepat sehari sebelum penandatangaman Perjanjian Unt ter-
sebut.

Secara teoritis dibenarkan terjadinya pemisahan diri
secirs bebas republik-republik dari Soviet. Kamup dalam ke~
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Dyataannys sebelum tahun 1985 tidak ada Yang mampu mengusik
secara serius dalam memperjuangkan hak terpebut. Sebenarnya
bila menengok ke belakang, apa yang telah dilakukan republik-
republik Baltik, bukanlah terlalu specifik. Tiga Republik
Baltik; Estonia, latvia, dan Lithuania yang merdeka, merppa=-
kan anggota dari "The league of Natiops", yang pada tahun
1939 menentang perjanjian derngan Uni Soviet, untuk mengikuti
kelompok Erops Timur dalam kekuasaan epntara pemerintah idolph
Hitler dan Joseph Stalin. Sementam penandatanganan berlang--
sung, kekuatan Tentara Merah menduduki Baltik, pada bulan Ju-
ni 1940, Dengan kekuatan Ekstra kuat, Tentara Merah menyerbu
wilayah Lithuani, Iatvia, dan Estonia serta memaksa mereks
bergabung ke dalam Uni Soviet, Aneksasi atss negzara-negara
Faltik tersebut pada waktu itu tidak disetujul .dan digkui
oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnys.
Kejadian tersebut kembali memberi kekuatan kepada ke~
lompok prokemerdekaan republik di Baltik dewasa ini untuk da~
pat menekan Upni Soviet agar mengembalikan status legal repub-
11k mereka sehagaimgna sebelum Perang Baltjk, Selain itu, ke-~
berhasilan Eropa Timur berevolusi dan kudeta yang gagal pada
bulan Agustus 1991 di Eremlin tersebut memberi angin kepadg
republik-republik di Baltik maupun di republik leinnya  untuk
merdeka. Bagl mereka mendapatkan kemerdekagn tidaklgh sesylit

mengisi kemerdekaan itu sendiri, karena struktun yang ‘dicipta=.
kan di Soviet selame ini, entah itu sosial politik, budaya,



39

ataupun ekonomi mengakibatkan tingkat ketergantungar satu de=
ngan yang lain demikian tinpggi.

Peristiwa paling dramatis yang menentukan titik balik
sejarah keberadaan Uni Soviet adalah pernyataan bersama para
pemimpin dar{ 11 Republik, tidak termasuk tiga Republik Bal-
tik dan Republik Georgia, membentuk perpemakmuran negara-ne-
gara merdeka (CIS = Commonwealth of Independent States), me-
nyebabkan Gorbachev, seorang tokoh pencipta Glasnost ( keter-
bukaan) dan Perestroika {(perubahan) kehilangan posisinya, me-
reka menganggap Uni itu bubar dan menggantikannya dengan CIS,
yang diprakarsal oleh Republik Rusig, Ukraina, dan Belorusia,
pada tanggal 8 Desember199t lalu, sebagaimana keterangan yang
telah diberikan oleh para pemimpin ketiga negara tersebut se-
wakiu memproklamirkan berdirinya persemakmuran baru:

"The Union of Soviet Socilaliet Republice ag a subject of
international law and & geopolitical reality ceases its
existence”.
(Uni dari Republik-Republik Soviet Sosialis kini berhenti ek-
sistensinya, balk sebagai sebagal subyek hukum internasional
maupun sebagaj suatu realitas geopolitik).

Setelah 11 negara republik semuanya menyetujuil untuk
bergabung dalam satu Persemakmuran Baru pada tanggal 21 De-
sember 1991 yang lalu, maks tepat pada hari Batal akhirhya
Gorbachev mengundurimn diri dari jabatannya sebagal presiden
dan sekaligus mengakhiri eksistensi Unl Soviet yang berumur
74 tahun.
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Sehari sebelum itu, parlemen Uni Soviet telah membica-
rakan suatu resolusi yang ieinya: "Uni Soviet menurut kenya-
taan geopolitik tidak lagl sebagai subyek huokum ipterpasio =
nal®, tidak dapat mencapal kesepakatan dan setelah menundgnya
beberapa hari, maka pada tanggal 26 Desember 1991 parlemen
menyetujul untuk melebur Upi Soviet dan gekaligus membubarkan
parlemennya, dan kemudian merencanskan agar Persemakmuran Ne~
gara-negara Merdeks nantinya dapat bertindak sebagal penggan-

tinya.



BAB 3
SUESEST NEGARA DAN AKIRAT BUKUMNYA
TLROLDAY PERJANIIAN INTERNASIQNAL
3.1 Pengertian dan Klasifikasi Suksesi Negara.

Sebelum tiba pade pembahssan wengenai pengertian suke-
eesl negara, asda baiknys dikemukskan terlebih dahulu ten-
tang istilah "suksesi negara", Suksesi negara adalah terje~
mahan duri istilah dalam bszhass hgeris "State Succession”,
steu "Buccession of States". Menurut Budi Lazarusli den
Syahrin 4K(1986 : 6), Jika istilah State Succession stau
Zuccession of States di zrtiken aengzn “"pergantian negars",
maka skan memberikan sustu pengertian Yang sempit, kKarens
istilah State Succession atau Suceession of Btates ini mem=-
punyei pengertian yang kompleks, sehingga arti "pergantisn
negara' kurang wencerminkan mzksud sesungguhnys yang terksn-
dung 4i dalam istilah State Succession atau Succession of
Statese.

Oleb karenz itu Hudi Lazarusli dan Syehrin AK cende~-
rung untuk mpnerjemehkan istilah State Successioh atau Suce
cession of Btates dengan jalan mengindonesiakan kata "Suc-
cession" menjadi "suksesi", sehingga terjadilah istila-h _
"Buksesi Negara“. Akan tetapi kedua penulis tadi, terpakss

mesih mempergunakan istilsh "negara pengganti" untuk Suc-

4
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cessor State dan "negara yang digantikan" untuk istilah
Yredecessor Btate, yang sebenernya kedua istilah ipj meyu=
pakan xonsekuensi logis duri istilah pergentian Regara,
yeng kurang mereksa setujui, hal ini disebabkan belum dite-
mukannys terjemahan Yang tepat dan bertanggung jawad untuk
kedua istilah tersebut,

Masalah suksesi negara ini menyangkut hak-hak dan
kewajiben-kewajiban negara sebagai subyek Hukum internasioe
nal, olen karena itu merupakan masaleh hukum internasional
publik. Juga terlibat di dalamnya masalsh timbul dan le-
nyapnya negara yang termasuk ke dalam ruang lingkup Hukum
Internasional publik dalam arti luas, sebab Hukum Interna-
sional menyediakan ketentuan-ketentuan mengenai syaratesyew
rat (gualifications) dari suatu negara sebagei subyek Hukum
Internacionzl. Menurut Konvensi Montevideo 1933, negara se=
bagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi-
kualifikasi eebagai berikut; (a) penduduk yang wmenetsp,

(b) wilaysh yang tertentu batas~batasnya, (c) pemerintehan,
dan (d) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negare
lain, Dapikualifikasji-kualifikesi tersebut di atag, dalanm
kualifikesi (d) disebutkan "kemampuan untuk mengadaken hu-
bungan dengap negara lain" yang oleh para ahli hukum inter-
nasional dieytikan sebagai kemerdekaan (independencéd), dan

mergpakan ungur yang paling menentukan apakeh suatu negsra
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-

mempunyai identites ipternccioncl at:u tidair, den merupekan
unsur yong membedalat: :ntorz Zonsepsi negare menurut hukum
internasional dengan konsepsi negere menurut ilmu poliltik,

Dalem ilmu hukum internzsionel, suksesi Degers menune
Juk kerada suatu keadaapn yang netrzl dari adanye pergantian
kedzulatan pade suatu wilayeh. ikibat hukum dari pergantian
kedaulatan tersebut tergantung kepads bagaimans terjadinya
pergantisn kedaulatan pada wilayah yang bersangkutan. Mervin
Jones, membagl suksesi pegare ke dalam dus pengertian, yaitu
pergantian yuridis dan pergentian menurut kenyataannya (face
tual state succession), selanjutnys Lucius Caflisch mengata=
kan, babwa pada umumnya pare ahli berpendapet bahwa suksesi
negera dalam arti faktual (factusl state succession) terjadi
apabila satu negars memperoleh seluruh atau sebagian wilayah
yeng sebelumnya dikuasel oleh pegarz lain; dan sebagai akie
bztnya, sesusi dengen ketentuan hukum internasionsl, maka
pengganti wilayah (territorial successor) tersebut berkewa-:
jiban wenprima bsk-hak dan kewsjiban-kewajiban yang paling
sedikit ideptik secara msterial dengan hakehak dan kewajibzne
kewajiban yang sebelumnya cdimiliki oleh penguasa wilaysh
yeng digentiken (territorisl predecessor). (Budi Lezawusli
dan Syshmin AK, 1986 : 12, 13 ),



Ferumusen di avas sebenarnys terdiri dsari otze duz hal
yeng berbeda; pertame, kejudizn stau prri-tive atsu felkta
suksesi negare (factunl state sucression); kedur, akibat hu-
Luk dari sukgesi negéra {legal stcte succession). Untuk ke—
jatien-keizcicr atau fakte-fakte yang daepzt disebat suksesi
Aegara, berdkut ini ciiun diltemul:iiin beberapa penaapzat pare
ahli hukum internesional.

Ernst He. Fellchenfeld dzlam “"State Succession”, Ency-
-lopsediz of the Social Sciences, yang dikutip Budi Lazarus-
1i dan Syehmin AK- (1986 ; 13), mengstakan; "State successi-
on is the acquisition, by one or several states, of sove-
reignty over territory which previously belonged o another
stete, Sedenzkan D,P. 0'Conell berpendaret baiive suksesi ne-
gara isleh "the fsetusl sitantion whieh arises when one sta-
te is substituted for waosther in sovercignty over a Siven
territory ees. Dan di dalam bukunye yeng lsin D,P. O0'Conell,
menulis bahwsa suksesi negara adclih suotu *sotal Cisplece-
ment of ome set of power by another and not an ascignment of
these power®,

Pendapet yang paling baru den digepskati secara lebih
luas adalah sebagsimana yang telah dirumuskzn pada Konvensi
Wina tshun 1978 yang menentuken, bahwe suksesi negare  atau
"succession of State means the replacement of one state by

another in the responsibility for the international Trela~
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tions of territory .... (Paszl 2 eyat 1 (b)).
Seaubungan denzar pendepat-pendapat di atas, kiresnya
pPerlu diperhatikan beberape hal, yzitu: Pertams, di dalam
istilah suksesi negare terkandung makns adany: Pergantian
etau perubshap pemegeng kedaulstap (sovereigntr) stas suatu
wilayah, dari pegare yang szatu kepade negare youg lain. Kee
dua, bahwa kedauleten di delam hukum internssional Perarti
suatu otoritas tertinggi (supreme authority) di dalam suatu
negara, yang bebes dari otoritas duniawi yang lain, Oleh
karene itu kedaulatan dalam arti sempit ialah  kemerdekegan
senyeluruh, balk ke dazlam maupun ke luar batas wileyah ne-
Zara. Ketige, di dalam pengertian suksesi negare, realissasi
dari pergantian pemegang kedaulatsn atas wilayah itu ialah
pengambilalihan seperangkat kekuasaan (one set of powers)
dari suatu negers, yang lazimnya terdiri dari kekuasaan eke
sekutif dan yudikatif,(Budi Lezerusli dan Syshrin LK ,1986:14),
Selanjutnya beberapa shli hukum interpmasional lainnysa
mengemukakan peristiws-peristiwa atau kejadian-kejadian
Jang mereka apggap sebagal suksesi negara sebagei berikyt:

1. Satu negera disersp (absorbed) oleh satu negara lain; di

terjadi penggabungan dua subyek hukum internasional. Se~
bagai contah ialeh penyerapan Korea oleh Jepang pada

tahun 1910, Kongo oleh Belgia pada tahun 1909.
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<+ Setu negerz pecah menjadi beberapa negere yang masingema-—

3

4

5.

sing meriliiti tedaulatan sendiri-sendiri; di sini terja-
di pemeczlizn (dismemberment)dari satu subyell halun ivbtep-
nasionzl. Sebagai contcoh ialan negara Columbie Yang pada
tzhun 1832 pecab menjadi tige negars, yakni Venezuele,
Ejusdor, den New Granada, sementare yang disebut belaka-
ngsn ini kemudien menzmakar diri menjadi neguzra Columbia
pada tashun 1963, _
Merupakan gabungan dari bentuk pertams dan kedua, yaitu
satu negara pecah menjadi beberapa bagian ysng masing-ma-
sing diserap oleh negara disekitarnyz. Contoh, Pclandis
yang pads tahur 1795 pecah menjadi beberapa bagian, yang
masing-masing diserap oleh Rusia, iustria, dan Prusia.
Bentuk yang paling banyak terjadi delam asl suksesi negae
re imslah lahirnye negara-negara baru, yang sebelumnys me=-
rupakan sebagian wilayah negarsa lein stau wileyah jajashan
negara lein, Contohnya lahirnye negara-negara baru sesu-
dap Perang Dunia II, seperti misalnya Republik Indonesia,
Folendia, Indis, Fakistan dan sebagsinya.

Dan beberape bentuk ysng lsin yang pade dasarnys merupa- .
kan penggabungan dua atau lebih subyek hukum internssio=-
na) (dalam arti negesra), atau pemecshap satu subyei hukum
internasional menjsdl beberapa subyek hukum internasional.,

Sebubungsn yeng belekapgan ini pennlis melihat zdanya ss-
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tu bentuk pemecahan yang diikuti dengan lenyapnys nega-

ra yang peceh tadi sebagai subyek hukum internasional,
Sebagai contoh jalsh lenyapnys Uni Soviet yang menjadi
15 negara Republik yang merdeka {independent).

Melihat banyesknye peristiwe yeng dapet digebut seba-
gal suksesi negars, make sukarlsh untuk merumusken penger-
tian puksesi pnegara ke dalam suatu definisi yang lengkap
dan memuasken, Oleh kerens itu gebaikmya kita ikuti saja
ramusan yang telah disepakati oleh para ahli hukum interna~

sional, sebagaimana yang termust dalam Konvensi Wina 1978
yang telah dikutip di atas.

Pengertian suksesi negare yang telah dikemuksksp di
ates, berbede dengan pengertian "suksesi pemerintahan", ba=
ik pada fakte atau kenyetsan ketika telah terjadi suksesi
{factual puccession) meaupun pada akibat hukumnya (legal
succession),

Pengertian suksesi pemerintahan negera ini dapet kita
ikuti pendapat yang dikemukaken oleh Hackworth dalam buku-
nya, Digest of Internetional Law:

"A goverpment, the instrumentality through which =
State functions, may channge from time to time both as
to fora -~ as from a monsrchy to a republic -~ and &g to
the heed of the government without affecting the. con=-
tinuity or identity of the State as an international
person.'(Syahnin AE dan Budi Lazsrusli (1986 : 21)),
Maksudnys adalah pemerintahan suatu negara dapat berubsh,

baik pada bentuknya seperti, misalnys, dari kerajasan menja-
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di republik etau sebaliknya, maupun pada orang-orang perso-
nelia yang menjadi kepala pemerintaban, Yeitu miselnya kabi-
net yang satu diganti dengan kebinet yang lain,atau juga ke=
pala negars yang satw dizanti ~ieh kepala negsra lainnya,
miselnye melalui sustu perilihan umum. Perubaban pemerintah-
an dimakeud tidak mempengaruhi kontinuitas atau identitas -
negara yang bersangkutan sebagal subyek hukum internasiaqnal.
Selain pendepat di atss, J.G, Starkeﬁ(1989 : 4) membe~
dakasn kedua bentuk suksesi tersebut dengan istilah perubahan
"ekstern" dap perubshan "intern" kedaulstan etas wilayah.
Terhadap yang kedua (perubshan intern) dari kedsulatan atag
wilayah dikstaken, bahwe dalar hel ini asas yang berlaky ia-
lah asas "kontinuitas" (continuity principle), yang Dberarti
bahwe pemerintah pengganti tetap terikat oleh perbusztan hu-
kum yang dilakukan oleh pemerintah yang digantikannya, ter-
wasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktatnya. Perubshan
tersebut tidsk mempengaruhi kelangsungan hidup atau identi-
tas negere itu sebagel pembswa hak dan kewsjibannya menurut
Lukum internasional. Identitas internsciorsl negara itulah
yeng membedakan antera suksesi negara dan suksesi pemerintsh-
“0 negars, yaknl pade suksesi negara (yang universel _  atau
secare keseluruhan) terjadi perubshen identitas internasio-
nal negara tersebut, sedengkan pads suksesi pemerintahan ne-~

gare tidsk tepjadi perubaphan ijdentitas intermasional negsrs
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yang bersangkutan.

Selanjutaya mengenai akibat hukur deri suksesi peme=
rintehon negars ini, sebascimapa telah dikemukakan di stes,
berleku ases kontinuites. Ini berarti ballwe setiap pemerin. -
tah beru bertanjgung jewsb etveag tindakan-tindskan yang dila-
xukan oleh pemerintah lems yeng cigautiliemnya.

Mengenal klesifikael suksesi negera, dalam kepustskaan
hukum internasional dibedakan atas due kategori, universal
succession dan partial Buccession. Pembedaan tersebut tepe
nyata didaserkan pada begien wilaysh suatu negare yeng digene
tiken kedsulatannya. Apabila suksesil terjadi atus seluruh
wilayah suatu negars, make suksesi tersebut dinemalzan sykge-
51 universel; sedangkan jiks suksesi dilakukan etzu terjadi
atas sebeglan wileyah sustu negara saja, maka sukseei itu di

sebut sebagal suksesi pareial,

Suksegi universel teriadli apabila setu negere secars
keseluruhenr dicaplok olek lein negere, atau jika satu negers
pecah menjadi beberspa bagier yeng kemudian menjadi negara=
negara beru atau diserap olek negars-negar:c disekiternya.
suksesi Parsial terjadi epabila sebagian wilayah suatu nega-
ra melepaskan diri dan menjadl negers yang berdiri seQdiri
atau menjadi bagiam dari negara lain,

Jika kita hubungkan dengan unsur-unsur negars Sebagai

subyek hukum intermssionel, make dapatlah dikemukekan bahwe
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perbedasn pokok kedue bentuk suksesi tepsebut di atas adalah
maseleh idegtitas internasionsl dari negara tersebut. Pads
sukgsesi universak, identitas internasional negere itu menja=-
di hilang atau berubsh karena hilangnysa seluruh wileyah, se=
dangkan pada suksesi parsiezl, identitas internasional negeare
yang bersangkutan tetap ada karensa hanye terjedi perubahan
luasnye wilaysh szsja.

Perbedaan akibat hukum kedua bentuk suksesi tersebut,
menurut D.W, PBrigge jelas terlihat, berhubung hilangnya pere
sonslitas hukum deri negars hanya terjadi pada bentuk yang
pertama, yakni suksesi universal. ikan tetapi menurut Fenwick
oleh beberapa ehli hukum dikstakan bshwa dalam hal suksesi
universal masalshnya adalah sejauh mapa nRegars pengganti ber-
kewajiban menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban dsri ne=

gara yang digantiken; sedsngken dalam hal suksesi persial

masalshnys ialah mengenai pembagian. (distribution) hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang dikaitkan etau yang :-engenai wi=

layah tersebut. (Budi lezerusli den Syahmin 4K (1986 : 25)),

3.2 Cara-carz Terjacdinya Suksesi Negara.

Suksesi negara dapat Terjadi atsu ditimbulkan o%gh bea
berapa kejedisn atau peristiwa, yang dapat disebut sebagai
cars-~cara terjadinya suksesi negsara. Kejedian-kejadisn satau

pPeristiwa-peristiwa dimaksud antare lain adalah: (1) Revolu-
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si, (2) Perang, dan (3) Perubahan wilayah secazre damai,
1. Revolusi

D.W. Briggs (Budi Laczzrusli dan Syahmin AK 1986 : 27),
mengemurakcn pahwa revolusi adalah perombekan susty tate

vyang sudsh mepetap, tidak semets-mats mengganti renguasa
(Amurath) yang eatu dengan yang lain, tetapi mengganti suyatu

sistem sosial, religius, politik, dengan sistem Jang lain.
Sejak Revolugi imeriks dengan "Declaration of Independence” -
nya, kemudian &iikuti oleh Revoluej Perancis, maka revolusi
sebagai suatu violent medicine for ills of the state Rénpers

oleh stetus suatu"lembaga". Likan tetapi mepurut pend:ipst
Schumann ,terdespat tiga istilah Jyang dalam praktek sehari-

harl sering dikacaukan atau tidak selelu diperpgunszken secara te-

pat, yaitu istilah revolusi (reveolution), rebeli (rebellionm)
dan pemberontaken (insurecction). Ketiga istilsh dimsksud
mempunyai pengertian yang berbeds satu gams lain, revolusi
bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunsn poli-
tis atau sosial di seluruh wilaysh negara, sedengkan rebeli
adalah perjuangen sebagian wilayah negara untuk mengguling-
kan kekuasaan pemerintah pusat yang ada di wileyah negars
tersebut, dap pemberontakan adalah gerakan-gerakan yang skope
dan tujuannya lebih sempit daripada kedua istilah yeng lain.
Selanjutnya, apebilse terjadi peristiwa-peristiwe ter-
sebnt, lezismya pihak afau negarz Xetiga berkepentingan une
tuk campur tapgan di dslamnya dengan mengadekan  hubungan
atau memberi pengakuan (recognition) kepsda pihak pemberon-
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tak atau kKaump revolusioner di dalam sengketa tersebut, Eew
cenderungan pihak stau negara ketige untuk memberiliur pengae-
suan tersebut bukanlsh tidak beralasgan. Lazimnys alasaneala-
san pihak atau negara itu adslah supaya Warga negara-warga
negare dan benda-bende miliknys yens bersa- di wilayah ter=-
sebut tidui: tergenggu atau tetap dihormati dan dilindungi.

Revolusi sebagai caraz terjadinya suksesi negare atau
pembentukan negara baru telah terjadi di Uni Soviet dan ne-—
gara-negare sosizlis lainnya melalui revolusi Yeng mengham’
silkan penggantian sustu sistem sosial dengan sistem lain-
nyes, yaitu sistem kapitalisme menjadi sistem sosialisme dan
penggantien suatu susunan politis yang berfasham komunisme
ke arah yang lebih demokrat yang dilandasi oleh ide Jang di-
cetuskan Gorvacanev, yaitu Glasnost (keterbukaan) dsn FPerese—
troikea (perupshan ztau reformasi).
2. Ferang

Terdapat suatu anggapan yang mengatakan bpahwa perang
dalam arti umum adalah suatu kontes (pertandingan) antars
dua negara atau lebin terutams melazlui angkatan bersenjata
mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan stau setiap
kelompok kontestan izlah untuk mengalahksn yang lein dap me~
ngenakan syarat-syaratnya sendiri untuk perdemaizn. Karl von

Clausewitz (1780 - 1831), seorang shli teori nakikat perang,

mengatakan seperti yang dikutip oleh J.G Starke (1989 : 210)
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bahwa, perang adalsh suatu perjuangan dalam skala besar yang
dirancang oleh satu pihak untuk memaksa lawabnya untuk wmeme-
nuni kehendaknya.

Darl pendepat tersebut di atas dapatlah dikemukakagn
beberapa unguy dari pengertian perang itu sebagai berikut:
1. Perang merupaken persengketaan yang terufyamz dilakukap

aengan kekuatan bersenjata;
2+ Dilskukan oleh atau antara negara-negara;
3« Bertujuan untuk menaklukkan pihak yang lein;
“. hdanya pemeksean syarat-syarat perdsmaian oleh pihek pe-
menang terhadap pihak yang kalah.
Praktek negara-negars dan pendapat-pendapat pare shli hukum
internasional mengenai kapan dimulainya persng tidak sera-
gam. hda yang mensyaratken herus adanya pernyataen perang
(decleration of war) terlebih dshulu, misalnya seperti yang
ditentukan dalam Konvensi Den Hdeag III tahun 1907, akan te-
tapi praktek negaraeaegara menunjukkaen bahwa syarat tersebut
hempip-hampir tidak dipedulikan sama sekali. Faktor lain
yang turut menentukan adslah adenya "animus belligerendin
yaitu hasrat untuk berperéag.

Ketentuan-ketentuan hukum perang terdiri dari bagian
yang terfulis .(conventional international law) dan  bagian
yang tidsk tertulis (customary international law). Sejak
abad ke-19, hanyak sekali diadaksn perjanjian/kenvensi yang
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memust ketentuan-ketentuan hukum perang antara lein:

&. Convention for the Amelioration of the Condition of the
Wounded in Armeis in the Field, yang diadekan di Jenewea,
pade tanggal 22 .gustus 1864, yaitu yang mengatur tentang
perbaikan keadaan bagi mereka yang terluks di dalam kesa=
tuan-kesatuan tentare di medan pertempuran darat.

b. Konvensi~konvensi Den Haag tahun 1899/1907.

¢c. Konvensi Palang Merah Jenewa tahun 1949, yaitu mengenai
tawanan perang, mengenal anggota-anggota angkatan bersen-
Jate ygng sakit den luka di medan pertempuran darat dan
laut, serta mengensi perlindungan oreng-orang sipil/ pen-
duduk sipil delam mesa perang.

d. Frotokol=-protokol tembshan Jenewa I dan II tshun 1977
tentang perlindungen bagi korban sengketa bersenjets ine-
ternasional dan non internasional.

Perang sebagai salah satu caras terjadinys suksesi ne-
gere, depet dijelesksn bahwa, apabila perang berakhir dengan
kekalahan mutlak salah sa?u pihak yang bersengketa, mzka da-
lam hal ini pihak yang menang menghadapi tiga pilihan, yakni
pertama, pihak yang menang perang dapat menganeksasi wilayah
negara yang dikalahkannya itu; kedua, pihak pemenang ?apat
meninggalkan wilaysh tersebut sebagai territorium nullius
etau wilaysh yang tidak ada pemilik atau penguasanya; dan -
ketiga, pihak pemenang dapat menetapkan suatu subyek inter-
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nasional baru, baik merdeks maupun tidak merdeks, di atas
wilayah tersebut. Dari ursiar di atas jelaslah kiranya, bah-
wa perang dapat merupakan salsh satu cars terjadinys suksesi
negara, misalnya apeksasi Jepang atas Korea pada tahun 1910,
aneksasi Jtalje atas Ethiopis pada tahun 1936 dan atas ilba-
nia pada tahuyn 1939.
« Perubah yil ecara damal

Eedua cara terjadinya suksesi negars yang telah dig-
raikan di atas, yakni melalui revolusi den perang, pada da-
sarnya merupakan cara—cara dengan kekerasan (forcefull), yang
terjadinys bertentangan dengan kehendak negara yang bersang=-
kutan, dalam hal ini adalzh negara yang digantikan. Akan te-
tapl, di sawmping kedus carz tersebut, suksesi negara dapat
juga terjadi secays damail (peacefull), di mana perubahan atau
pergantian pemegang kedaulatan atas wilayabh baik seluruh
ataupun sebagilan, terjadi dengen keaendsk atau kesukarelsan
negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut.
Dengan perkatean lein pergantian itu berlangsung tanpz didae
hului oleh tindakan kekerasan. Hal ini dapat terjadi dengan
pecahnya satu negare menjadl beberapa negars yang masing-mg-
sing berdiri sendiri. -

Sebagal contoh adalah Columbia yeng pada tahun 1829 -
1830, pecah msmjadi tigas negara, yaitu Venezuela, Equador,

New hrénada,'yang mesing-masing menghendaki pengakuan sendi-
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ri-sendiri, Contoh lain, yang menurut hemat penulis merupa= .
kap peristiwe suksesi negare dengan capa terjadinye melalui
pergentian secara damei adaleh pecshnya Uni Soviet menjadi
15 negarz republik yang mesing-macing mempunyel kKedsulatane
nya sendiri-sendiri,peristiwa guksesi tersebut didahului de-
ngan pernyataan (declaration) kemerdekaan dari ke 15 Repube-
lik-republik tadi,

Jika dibandingkan dengan kedua cara yang terdshulu
(revolusi dan perang), meka cars-cera damai yang diursikan
di atas lebih jerang terjadi dzlam hal suksesi negars  ini.
Nemun cara-cara damei ini lebih dering terjadi pada suksesi
pemerintaban negara (governmental succession), yaitu secera
konstitusional, misalnyas melalui pemilihan umum. Sebegzi
fiontoh misaigya di Amerike Serikat, Presiden George Bush di-
gentikan oleh Bill Clinton pade tahun 1993 melalui prosedur

pemilihean presiden,

3+3 hAkibat Hukum Suksesi Negara Pada Umumyz.
Berikut ini akan dikemukalan beberapa akibat hukum da-
il suksesi pegara tehadap beberapa pokok masalah:
a). Suksesi pegera den kekeyaan negarsa (public property)
Mengenel mzsaleh utemz yang berkenaan dengan kekayzan
negara dalam rangka terjadinya suksesi negara, para ahli hu-
kum intermasional umumnys sependapat bahwa, dilihat dari pe-

laksanaannya, kekayaan negara yang meliputi gedung-gedung
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dan temah milik negars, alat-slat transport. milik megars,
dane-dana pemerintah yang tersimpan dzlam bank, pelabuhan=-
pelabuhen, den sebagainya, beralih kepada negara pengganti
(successor state). Mahkamah Permanen Internasionsl (Permanent
Court of International Justice), dalem kasus "Polish Upper
Silesia tahun 1926, dengan memperhatikan pasal 256 Perjanjie
an Versailles, memyatakan bshwa masalah-magzlah yang berkew .
naan.dengan penyerahan kekayean nejers sebagai hagil dari
penyerahan wilaysh; barus dijelasken atau diselesaikan menu-
rut hukum yang berlaku pada saat penyerahan itu terjadi,
Pendapat Mahkameh tersebut nampaknya didasarkan pada hak
yeng dipunyai bieh suatu negara untuk wmembentuk hukum menge=
nal benda milik (property law). Bak ini diaskui oleh hukum
internasional sehingga, d:ngan demikian, apabila suatu nega-
ra memperoleh wilayah dari negara lain, make megara penggan-
ti (successor ptate) memerima property law yang berlaku pada
saat diperolehnya wilsyah itu, dsn ini berarti bahwa negara
pengganti menerima hukum tersebut sebagai hukumnya sendiri,
atau negara pengganti dapat mengganti hukum yang lema dengan
hukumnya sendiri yang baru. Apabila berdasarkan hukum yang
lampa maupun hukum yang baru, negare adalah pemilik bepda=-
benda tersebut, maka dengan demikian negara pengganti~ kemu=
dian menjadi pemilik dari bends-benda tersebut yang dalem

hal ini adalah kekasyaan negars (public property) itu.
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Adzpun ysng menjadi dasar dari ketentuan tentang bher-
e¢lihnys public property kepada negare pengganti. tersebut,
cikemukeken ~ oleh, Budi Lezarusli dan Syshmir AK (1986:38):
1. Didsssrken peda pertimbangen stabilitas hak-bak hukum

{stability of legal rights).

2. Didasarkan pads interpretasi dari kehendak khusus (typical
intentions) para pihak perjanjian penyerahan itu, dan atas
dasar bshwe para pihak perjanjien penyershan berkehendak
untuk menghindari kekosongan hukum (vacuum).

Dari uraien di ates, dapatlah disimpulken bahwa dimate hukum

internééional pada umumnys negars pengganti, berdasarken ala-

san-alasen ateu dasar-dasar ketentuan di atas, dipandang ber-
hek atas public properties dari negara yang digantikan, yeng
berada’ di wilayeh negara yang digentiken kedaulatannya terse-
but, atsu negara di mana terjadi suyksesi negara itu.

b). Suksesi negara dan kontrak-kontrak konsesional ( conces=

sionary contracts)

/Mengenai kontrak-kontrak konsesional dalam hubungannya
dengan suksesi negara, masalabnya adalsh apaksh kontrak-kone
trak konsesional yang diadakan oleh suatu pnegera uengan kone-
sesipneris (pemegang konsesi) azken berakhiy atauksh akan di-
lanjutkan oleh hegara pengganti (succesgsor state).

Untuk menjawab pertapysan di atas ada baiknya kita iku-
ti pendspat dapi Fenwick yang dikutip oleh Budi Lazarusli
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der Syshmin AK, (1986 : 38) yang meagatakan bahwa kewajiban-
sewajiban kontpaktual dengan negars-negara Ketiga atsu warga
negara=warga negarenya, seperti konsesi-~kongesi untuk nenge
garap tambang-tambang stau kerets ppi, pada umumnya diterims
oleh negara pepgganti. Sebalikmnya J.G. Starke (1989 ; 15),
mengemukekan bahwa bobot umum dari praktek dan pendapat tere
letak pada arah anggapan bahwa kewajiban-kewajiban menurut
kontrak-kontrak konsesjoner berakhir dengan perubshen kedau-
latan yang mengakibatkan lenyapnya negara pendahulu, kecuali
kalau negara pemgganti memperbahurui konsesi itu, Ledua pen~
~depat tersebut di atas pada dasarnya berbeda, yakni bshwa
yang partam: menganggap dilanjutkannya kontrak-kontrak kone-
sesional tersebut, sedangkan pendapat kedus menganggap ha=
pusnya kontrak-kontrak konsesional tersebut.

Sementars itu Budi Lazarusli den Syahmin AK (1986 : 41)
mengatakan bahwa, menurut hukum internasional, negara peng-
ganti dianggap berkewajiban untuk menshorm-ti kontrak-kontrak
konsesional yang diadakan sntara negars yang digantiken de-
ngen pihsk konsesicnaris, dengan pengertian bahwa kontrake. .
rontrak tersebut seharusnys dilanjutkan oleh negara penggen-
ti. Aken tetapi, apabile berdesarkan kepentingan kesejshtera-
an negara, kontrak-kontreak konsesiopal tersebut perlu disk-
biri, meke bharuslah diberikan hsk untyk menuntut ganti keru-
gien Jang adil} kepada pihak konsesionsris.




¢)e Sukpesi negers dan hak-nalk privat (private rights)

Menurut Starke (1989 : 18), mengemukakan bSshwa hak-hak
seperti inj, yang telsh menjadi hak yang tertanam &tau yang
diperoleh, harus dihormati oleh negara pengganti, lebih-lebih
lagl apabila hukum nasional negare lame tetap berlaku, yang
sesakan-akan mepjamin kesucian hak-hak tersebut.

Akan tetapi, kelanjutan hak-hak seperti itu bisa me=-
ngalami perubahen yang dibuat terhadap hukum nasional sebewm-
lumnya oleh negara pengganti itu, karena tidak ada peraturan
hukum internasional yang mewsajibkan negara pengganti  untuk
nempertahankan sistem hukum nasional sebelumnya. Negara peng-
ganti selalu dapat menggaptikan hak-hek yang ads uengan me-
ngubahh hukum pasicnal sebelumnya, kecusli kalau delsm mela-
kukan hal itu, ia melanggar suatu kewajiban independen 1lain
menurut hukum internasion:zl, misslnya, dengan mengambil alih
certe bends orang asing secera sewensng-wenang, dan  bukan
untuk kepentingen upum
d). Suksesi negars dan tuntutsn delam kesalshan (delik)

Tidak ads prinsip umum tentang penggantian tenggung
Jewab delik. Menurut prinsip-prinsip yang dikemukakan dzlam
dua kasus yang terkemal, yakni Robert E. Brown Claim 1923
uan Hawaiian Claims, (J.G., Starke 1989 ; 18), bahwa negara
pengganti tidek terikat untuk menghormati tuntutsn yang tidak
dapat diuangkan untuk ganti rugl ates kesalshan. Akan tetapi
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Jika jumlsh tuntuten telah diuangkan (liquideted) oleh per -
setujuen pihsk-pihak yeng berkepentingan atau melsluj kepu=
Tusan suatu pengadilan, make kalau tidak ade pihak yang mee
nyatekan tidsk adil atau tidek masuk aksl, negara pengganti
bisa térikat uptuk memberesksn jumlah tuntutan yang diuvange
ken ini. Bagi peraturan ini tidak socasl apakah perubshsn ke
daulastan itu dengan peksaan atau secara gsukarels. Tidak jew
las bshkan derl dasar kebenzran yang diberikan kepada T . pere
aturan itu, mengepa ia harus berlaku sebagai dalil yang tan=
pa kecuali{ migalnya bila kesalahan (tort) itu berkaiten de~
ngan wilayash, geperti bila telah terjadl pengalihan &air see .
cara‘salah, atau bila sustu keuntungan permanentelah diper~
oleh negera pengganti, dalam keadaapy tertentu cukup berala-
san untuk mengikat negara pengganti jitu untuk menghormati
tuptutan yang tidek dapat diuvangkan(unliquideted claim) tere
hadap negara pendahulunya.

e). Suksesi negara dan pengakuan (recognition)

Menurut Budi Lazarusli den Syshmin AK (1986 : 46), ma-
salah status pengakuan yang telah diberikan kepade suatu ne-
gara, yang kemudian terjadi suksesi negira terhadep negara
yang telah memperoleh pengakuan tedi, maka masalah inj -ekan
timbul hanya dalam Hal terjadinja suksecsi universal, aecbab
aken berakibet hilangnya identitas internasional daril negare

yang bersangkutan; sedangkan dalam hel suksesi partial, iden-—
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titas internasional dari yang bersangkutan tidak skan terpee
ngaruh, dan dalam hal ini akan berlaku asas kontinuitas, Jie
Kz suatu negara yang telah memberikan pengekuan tidsk lagi
memapndang negarea yang diskui tersebut sebagai negara menyrut
hukum internasional, maks hal itu berarti penarikan kKembali
(withdrawal) pengakuan jyang telah diberikannya. FPenarikan
kembuli pengakuan tersebut lazimmya tidak dinyatzkan secara
tegas, Apabila sustu negara dianeksasi oleh negara lain, den
negara ketiga mengakui adanys aneksasi itu, maks ini berarti
babwa pengakuan terhadap aneksesi tersebpt secars tidak leng-
sung merupakan penarikan kembali terhadap pengakuan yang se=-
belumnya diberikan Eepada negara yang dianeksasi tadi.
f)+ Akibat hukum suksesi negara terhadap utang-utang negera
(public debts) '

Mengenai masalan yang menyangkut suksesi negara terha-
dap utang-utang negsres, negara pengganti dipandang berkewaji-
ban untuk menerima tanggung jawadb atas utang-utang negara
yang digantikan, yang dipergunakan untuk kepentingan atay
manfaszt dari wilayah yang digantikannye tersebut. Sebaliknya
apabila manfaat utang-uteng tersebut hanyas dinikmati oleh go-
longan-golongan masyarskat tertentu yang memegeng kekuasaan
pada waktu itu, seperti Pemerintsh Czer di Rusia dan Rezime
Kuo Min Tang di Cina, ' dipandeng bahwa - rezime

penggenti tidak dianggap berkewsjiban untuk menerime  tange-

gung Jjawabnya, Hal ini jelas karena utang-utang itu tidak
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dipergunakan untuk kepentingan atau manfaat wilayah negara
yeng digantikennya. Juga negara pengganti dipendang tidak
berkewajiban untuk menerims tanggung jawab atas utang-utang
negara yang digentikan yang dipergunaken untuk membiayai pe=
rang terhadapnys stau untuk maksud-maksud yang bermusuban
terhadapnya,

Dalam hal suatu negare pecah menjadi beberapa bagien
Jeng kemudiap menjadi negara-negara yang berdiri sendiri-sen-
diri,mqu;ut hukum internasionsal, negara pemgganti dipandang
berkewajiban untuk meneriwa utang-utang negers yang musnah
itu secara proporsionsal, menurut metode distribusi yang adil
(J.G. Btarke 1989 : 17)« Menurut buku teks Uni Soviet yang
dikutip oleh Budi Lazarusli dan Syshmin AK (1986 : 51), beh-
wa pembaglan utang-utang negara penggantia itu disesuaikap
dengan:
1, jumlash penduduknys,
2, luasnya wilaysah,
3, Kekaysan umum dari wilayszh itu,
4, besarnys pajek pendapstan.
sedangkan dalam hsl terjadi suksesi negara secara parsisl, .
negara yang uwenggantikan kedaulatan etas wilayah yang terle-~
pas ity dipandang berkewajiban untuk menanggung utang:utang

lckal atas wilaysh yang bersangkutan,




3.4 Akibat Hukum Suksesi Negars Ternadap Perjesnjian Internse
sional Menurut Konvengi Wiana Tahun 1978,

Sudah umum diketahui, bahwa pengeturen mengenscl suksew
si negara sehybungan dengan perjAanjian internasionzl ini ti-
dak terdzpat di delam Konvensi Wina tehun 1969 mengenai The
Law of Treaties, melainkan diatur daiar Konvensi Wina tshun
1978 tenteng "Succession of State in respect of Treaties®,
Hal itu adelsh wajar, sebab Konvensi Wina tshun 1969 melalui
bagian IV- nye menegaskan sebagei berikut:

"The provision of the present Convention shall not pre=-
Judge any question that may arise in regard to a treaty
from & puccession of states or from the international
resposibility of & state or from the outbreek of hogti-
lities between states."
Meksudnya kureng lebih adalah: Konvensi ini tidak akan mem-
persoalkan setiap masalah yang mungkin timbul mengenai zuatu
perjanjian dari suksesi negars, atau dari pertanggungjawaban
internasional suaty negars, atau dari pecshnya permusuhan
antara.negara-negara. Oleh karena itu tidsklah terlslu me-
nyimpeng apabila pewbahasan ini bertitik tolak dari keteptu-~
ean Konvensi Wina tahun 1978, Pembahasan delam bagian ini
akan dibagi ke dalam beberspa bagian, berturut-turut sebzsgai
berikut: .

1. Perjanjian penyersban mengenai hak dan kewajiban yang

vimbul dari perjanjian internasion:l ysng dibuat oleh ne=

gara jans digantikan kepade negara pengganti
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Suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewse
Jiban &atau hek bzagi pihek ketiga tanps persetujuan pihzk ke=
tiga tersebut, Hal ini sesuai dengan ketentuen dezlam pasal
5% Konvensi Wina tahun 1969 yang berbunyi: "A treaty does
not create either obligaticns or rights for a third State
without its consent." Persetujuan ini.harus diberikan secars
tertulis serte kewzjiban dan hak pihak ketige harus dinyata-
kan secafa tegas dalem perjanjiam itu. Kewzjiban pihak keti-
£2 umumnya adalah, bahwa ie harus bertindak sesusai dengen
syarat-syarat yang ditentukan declam perjanjian, dem ia aken
tetup terikat pada perjanjian terscbut selama ia tidek me-
nyutakan kehendeknya yang berlainan. Yang menjadi desar dari
ketentucn~ketentuan di atas adslsh suastu asas Yang telsh di-
terima umum delem hukum internasionzl dan berasal dari hukum
Homewi, yakni pacta tertiis nec nocent nec procent, suatuy
asas yeng bertalian erat dengan prinsip kedaulatan negarsa
dzn persemasn REgara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila terde=
pat perjanjian penyerahan entara negera yang digantiken de-
ngan negaera pengganti mengenai hezk-huk dan kewajiban-kewsaji-
ban yeng timbul dari perjanjian internasional yang Qibuat
oleh negara yapg digantikan (predecessor state), makae keten-
tuan paszal 8 ayat (1) Konvensi Wina 1978 menetapkan, behwa

hak dan kewajiban-kewajibap dari negara yang digan

o




dasarkan perjapjien Jang m=uzilet pad: saset terjadinys suk-
sesl negeara, tidak menjadi bal-huk den kewajiban-kewajiban
derl negers pengganti ternadap peserte lain dari perjanjian
itu, kecuelj tpablle antars negars Jeng digantikan dengen
negera penggantl telah disduken perjaenjisn penyershan yang
menyatakan babhwe hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu dipe-
rahken kepada negers penganti.

Pade umumnys perjanjian Penyerahan itu depat terjadi
dengen duz care, yeitu; persema, dengan perjanjian biasa,
seperti yang terjadi anterc Kerajzen Belande dengan Republik
Indonesia Serikat pada tahun 1949 ; kedus, dengan suatu pia-
gam kemerdekaan (instrument of independence), seperti yeug
dilakukan oleh Inggris sehubungan dengan pemigehan (partiti-
on) anters Indiz dan Pekistan.

2. Pernyatazn pepihal: dari Degers pengganti mengenai perjape
Jian yang cdibuat olek negers Yang digentikan

Dalam Konvenei Wina tahun 1978 Pasal 9 ayzt (1), telah
ditetapkan bahwa, hak~hak dan kewzjiban berdssarksa perjsne
dim yeng berlaku pads saat terjadinys suksesi negara, tidak
mepjedi hak-hek dan kew:Jiban-kewajiban dari negere pengganw
ti etau negare peserts lain yang menjadi pihak dalam pgrjan-
jian itu, kecueli apebila ede pernyatasn deri negara peng-
ganti itu yang menegaskan mengensi kelanjuten (continuance)

berlakunya perjanjien itu di wilsyshnya. Suatu Perayataan
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sepibak (unilateral declaration) tidak perlu melalui Prose=
dur seperti perjanjisn pade umummnys, cukup dengan peliberi-
tahuan sajs kepada Sekretaris Jendrel Pereerikatan Bangsse

Bangsgé&,

2. Suksesi negara atas sebagian wilayzh negara yeng menjadi
bagian wilgyah negars lain sehubungan dengan perjanjian
internasional dsri negaera yang digentikan

Dalem pasal 15 Konvensi Wina tahun 1978 ditetapkan
bahwa, apabils terjadi suksesi negara sedemikian rupa, pere
jenjian yang dibuat oleh negars yang digantiken berhenti
mengikat terhadap wilaysh di mana terjadi suksesi, pada pa=

&t terjadinya suksesi itu. Dan perjanjian itu mulei berlaku

begl negers yang menggantikan pada saat suksesi negara itu

terjadi, kg¢awali apsbila nampak dari perjanjian itu, atau

zpabila ditetapkan bahwa diberlakukennya perjanjian itu di

wilayah tersebut, akan bertentungan dengan maksud dezn tuju=

en dari perjanjian itu sendiri, atau skan mengubah sama se-
kali keadaan uptuk dapat dijalankannya perjanjian itu. Pa=
sal ini menunjukkan dijunjung tingginya primsip clean state

di delam Konvepsi Wina tahun 1978 ini. Hal ini nampak dari

kata-kata bahwa "spabila perjanjian itu diberlakukan 4qi wi-

layahnya", negara itu tidsk skan mentaati perjunjiien terse~

but,



4. Suksesi pegara atas sebagian wileyah suatu negara yang
membentuk negara barn sehubungan dengan perjanjien yang
dibuat oleh negara yang digantikzn

Fada pokoknya negarz yang baru tidak terikat untuk
tunduk atau untuk menjedi piliak pada suatu perjanjian, ke=
cuali apabila perjanjian itu telah mengikat pada saat tere-
jedinys sukaesi negara, (Pasal 16 Konvensi Wina tszhun 1978) .
Rumusan pasal ini Juga harus ditafsirkan, bahwa negara baru
itu mempunyai kebebasgan untuk memilih atau untuk menentukan
apakah ia aksn mngikat diri stau tidak kepada perjaniian
tersebut,

Kemudian Konvensi juga telah memberikan kebebasan ke=
pads negare baru itu untuk ikut serts 43 delem perjenjien
multilaterel, dengsn syarat harus nengajukan pemberitehuan
kKepada depository state untuk Perjanjian yang pada szat ter-
Jadinya suksesi negera telah berlaku di wilayah itu, (Pasel
17 (1) Konvepsi Wina tabun 1978),

Sedangkan bagi perjanjiap-perjanjisn yang belum bere
laku pades samt terjadinyas suksesi negara, ia dapat memberi-
tahuken kepada depository state, bahwa is akan menjedi pe=
serta (contracting parties) terhadap perjanjian itu, Sehu-
bungan dengan ketentuan passl 16 di atas, perjanjisn-perjan-
Jian yang mempunyai sifat universsl (universal cheractepris-
tic) sebailmya tidek perlu menjadi tidak berlaku pads sast

terjadinys suksesi negara tersebut.
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5+ Penggabungan duo wilayah atau lebih membentuk suaty

negara serikat schubung:n dengan perjanjisn yang dibuat
oleh negara yang digantikan

Bagi suatu negara serikat, perjanjian-perjanjian yang
telah mengiket bagi masing-masing negéra prada saat terjadi-
nya suksesi negara (pengzabungen) itu tetap berlaku bagi
masing-masing di anturs mereka, kecuali apabila  disepakatd
untuk tidak berlsku atau, unpabila d:ui perjanjian itu atau
dengan cara laip ditetapkan, bahwa perjanjisn itu ternyata
bertentangan dengan maksud dan tujusnnya dsn eskan mengubsh
keadaan untuk dijslrnkannye perjanjian itu apabile diberlg-
kukan di wilayahnya, (Pasal 31 (1) Konvensi Wina tahun 1978).
Demikian pula halnya verjanjian-perjenjian yang telah bep-
laku pnda saat gukgeri negara, yang berhubungsn dengen seba-
gian wilaysh merikat itu, tetap berlaku di dalom wilsyah
tersebut, kecuali dalam hubungannya dengeon perjanjian  yang
membutuhkan pernyatean persetuju.n (conseat) dari semus pe-
serta, atau apabiln negara-ncgars lain menyatskan verkebe-
ratan atau, bagi perjenjian bileteral, bila negara serikat
den negaras-negara lain tidak saetuju, Dengan demikinan nam-
paklah bahwa, bagi negara serikat, berlakunya ipso iure
continuity adalsh cara yang paling baik sebub, apabila di-

berlakukan sebeliknya, maka ssas pacta sunt servanda akan

dibahayakan,
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©. Tenggabungan dua wilaysh atau lebih menjadi 8atu neggrg

baru gehubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh neg -
ra yang digantikan
Dalam pasal 30 Konvensi Wina tahun 1978 ditentnk:an

bahwa, npcbils auatu negnran bara dibentuk dari duna wilayah
atau lebik menjndi satu negara, maka perjanjian-perjanjian
yang menetapkan statusnya sebagai pihak dalam perjanjian
multilateral yang sudah berlaku pada saat terjadinya sukse-
si negara, belum berlaku pada saat suksesi negara, dianggap
akan berlaku dalam peristiwa suksesi negara, pada saat suk-
sesl negara telah diberikan persetujuan (consent) sehubung-
an dengan salah satu wilayah (tetapi tidak untuk semua wi-
laysh), maka perjanjisn itu akan berlaku untuk semua wila-
yah, terkecuali; (a) bila nampak dari perjanjian itu sendi-
ri, atau ditetapkan dalam perjanjian, bahwa apabila perjan=
jian itu diberlakukan bagi seluruh wilayah, itu akan  bep-
tentangan dengan maksud dan tujusn dari perjanjian itu,
ntau skan mengubsh sama sckali keadaan yong diperlukan yne
tuk pelaksanaan perjanjian itu; (b) bagi perjanjian yang
membutuhkan notifikas, notifikasi dimeksud terbatas pada
wilaysh di mane perjanjisn itu berlaku; (c) negara baru dan
negara ﬁeserta lainnya tidak menyetujuinya, (Pagal 30 ayat
(2) Konvensi Wina tahun 1978),
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7. Suksesi megera yang terjadi karene wilayah satu negars
dipecah-pecah menjadi beberapa negara baru sehubungan
dengan perjenjian yang dibust oleh negara yang diganti-
ken )

Menurut Konvensi wWine taznun 1978, suksesi negeraz see
mscam ini dibagi-bagi lagi ke dalam tiga kemungkinan, yaitu
pertama, keadaan di mana negara Jang digantikan tetap ada
atau tidak. Dalam bzl yung demikisn ini maka perjanjian
Yang telah berlasku pads saat suksesi negara terjadi, tetap
berlaku bagil seluruh negara pengganti; sedangkan perjanjian
yang hanye berlaku bagi sebagian wileyah pada ssat terjadi-
nya swksesi negara itu, terus berlaky bagl wileyah yang
menjedi negara pengganti itu (pasel 34 ayat (1), a dan b).
Ayat 1 ini tidak akan berlaku epabila negars-negsra yang
bersangkutan tidak setuju, atau apabila perjanjian itu akan
bertentangan dengan msksud dan tujuan perjanjian itu sendi-
ri, atau akan membahsysksn keadaan yang diperlukan bagi
terlaksananya perjanjian itu (pasal 34 eyat (2)).

Kemungkinen kedua adalah apabila negera yang diganti-
fetap hidup sesudsh terjadinya suksesi negara itu. Dalam
hal ini maka perjeanjisn yang teleh berlaku pada saat sukse-
si negara itu terjadi, tetap berlaku bagi negara yang digan~-
tiken itu, terkecuali apabila; (a) negara-negara itu berke-
beratan (tidek setuju); (b) perjanjian itu hanys untuk ne-
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garsa yeng telabh memisahken diri; (c¢) dianggap askan berten--
tengan dengsn meksud dan turjuen deri perjanjisn itu sendiri
darn dianggap akan membahzyakan bagi keadaan yang diperlukan
bagi terlaksananye perjanjian itu, (Pasal 35 Konvensi Wina
tabun 1978), Kemungkinan x<etiga adalak partisipasi dalam
perjenjian yang belum berlaku pads saat terjadinyes suksesi
negara, yakn} dengan Jjalan membuat notifikasi bahwa akan
menjadi negara peserts dari perjanjian multilateral yang
belum berlaku apabile pads saat suksesi negares terjadi, ne-
gara yang digantiken telah wenjsdi negare peserta, (Pasal
36 Konvensi Wina tshun 1978),

Bagi semus macam suksesi negara tersebut di atas, tie
dak akan mempunyal pengaruh dalam hal perjanjian perbatasan;
Fembatzsan atas penggunasn wilayah tertentu, perjanjian me-

ngenal wilayash yang dipakeil untuk kepentingan negars azsing.




BAB 4
EEBERAPA CATATAN TENTANG PERJANJIAN IFTERNMASIONAL
YANG TELAH DILAKUEAN UNI SOVIET

4.1 Perjanjian Internasional Antara Uni Soviet Dengan Ameriks
Serikat.

Perang dingin sudah berakhir, ketika Mikhail Gorbachev
tampil sebagal pemimpin Uni Soviet, hubungan angara. Amerike
Serikat dan Und Soviet tampak berubah drastis. Presiden Gor-
bachev beberapa kali memgadakan pertemuvan puncak, bailk depgan
presiden Ronald Reagen maupun dengan presiden George . Bush,
kedua belah.pihak sama-sama berjanji meningkatkapn hubungan
kerjasama antara kedua negare adikuass.

Hubungan Uni Soviet dan Amerika Serikat pada era
pasca perang dingin ipi, tampaknya lebih baik. Seperti yang
telah diungkapkan oleh Menteri Luar Negerli Uni Soviet She-
varinadze, dalam wawancara khususnya denganEKantor Beritg
Associated Press di Moskow:

"Meninjau hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat
secara keseluruhan saya percays, kita dapet mengungkap-
kan kepuasan atas hubungan kita pada masa lalu,dan pros-
peknya Juga tampak lebih baik, kesempatan ini tidak hae .
aAya untuk menjaga momentum positif dalam perkembangan
hubungan antars kedua negara. Tetagi juga wemperlussnya
. menjadi puatu dimensi baru. Kedua belah pihak sepakat, :
peraya menolak semangat konfrontasi dan memupuk silmg
saling percaya, kita munlaji melangkah berdasarkar tindak-

an bersama dan ealing percaya®. .
Telah banyak kerjasama yang telah dilakukan oleh Ameri-

ka Serikat dan Uni Soviet, beik itu dalam bidang ekopomi, po-
1itik, maupun dalam menjaga perdamaian dan keamanan interna-
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Bional. ©Darj kerjasamz tersebut telah tercipta perjanji-
an-perjanjian internasional yang bilateral antars Uni Soviet

dan Amerika Serikat.
Dari sejumlah perjanjian-perjanjian internasional anta=-

ra Uni Soviet - Ameriks Serikat tersebut, terdapat suatu per-
Janjian yang merupakan prinaip dasar dari hubungan antarz ke-
dua negara terpebut, yang diasdakan dan ditandatangani oleh
presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan dari Uni Soviet
oleh L. Brezhnev, di Moskow 29 Mei 1972. (Terlampir; "Basic
Principles of Relatione Between The Union of Soviet Socialist
Republics and The United States of America®),

Adahya "Basic Principles of Relation™ ini, menunjukkan
keinginan yang kuat dari Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk
mengadakan hubungap damai satu samg lain, sadar akan kebutuh-
an untuk menciptakan kondisi y=ng dapat meredakan ketegangan
dunia dengan membuat usaha-usahs yang menghapuskan ancaman
perang dengan memperkuat keamanan universal dan kerjasama in-
ternasional. Prinsip dasar hubungan kedua regara ini, juga di
maksudkan untuk memperbaiki hubungan ke arah Yyang demikian
loas dan lebih balk yang saling menguntungkan di antara mere-
ka, tanpa merugikan kepentingan negaram ketiga. Hubungan itu
sepertl halnya hubungan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetabu-
an dan kebudaygan, -

Tak dapat dipungkiri bahwa dari pekian perjanjlan-per-
Jian internasional yang telah dibuat antars Uni Soviet dengan
Amerika Serikat, perjanjian internasional yang menyangkut
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tentang persenjetaan atau di bideng militerlah yang menjed:
perjanjian bjlateral yang penting. Hal ini disebabkan sukses
atau tidaknya perjanjizn bilateral tersebut akan membawz sua=-
tu dampak universal, yaitu terhadap perdamajan dan keamanan
internasional, karena sebagaimanz kita ketahui bahwa Amerika
Serikat dan Uni Soviet merupakan negara adikuasa, yang dengan
Bloknya masing-masing menguasai dnnialdengan kekuatan mili-
ternya yang "super",
Perjanjian billateral sebagaimana yang dimaksudkan di
atas, dapat disebutkan di sini antara lain:
1. Perjanjian START, perjanjian mengenai pelucutan /pengurang-
an senjaty Konvensgional dan pemusnahan senjata kimis.
2. Perjanjian ABM (Rudal Anti Balistik) yang ditandatangani
tahun 1972,

3. Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT = Nuclear Non Proli
feration Treaty) yang ditandatangani tahun 1968. Uni Sovi-
et, Inggris, dan Amerika Serikat, adalah tiga "penjamin"
atau "penjaga keutuhan" perjanjian NPT itu.

4. United States of Lmerica - Soviet Agreement on The Struc=
ture of New Arms Control Negotiation.-

5. Protocol to The Treaty Between The United States of America
and The Union of Soviet Socialist Republics on The Limita-
tion of Strategic Offensive Arm, June 18, 1979, (Terlampir).
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4.2 Perjanjian Internasional Antara Uni Soviet Dengan Indone-
&ia,

Undang-Undang Dasar Indonesia dan Uni Soviet sesung-
guhnya menuntut diadaksn dan dikembangkannya hubungan bilate-
ral antara kedua negars. Pembukaan Undang-Undang Dasar Repub-
lik Indonesis menyatakan secara tegas bahwa penjajahan di
atas dunia, kiranya juga dalam bentuk Yang dikenal sebagai
neo-kolonialjisme, harus dihapuskan karena tidak sesual dengan
peri kemanusian dan peri keadilan, gagasan yang diajukan para
pendiri Republik dan diwariskan pewaris-pewaris politik mepe-
ka sebagai nilai-nilaj yang diorientasikan pada pemikiran dan
Juga tindakan..Pembukaan yang sama Juga menghendaki bangea
Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Maka undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa kepi-
Jakan luvar negeri Indonesia dilaksanakan sebagal rangkaian
keglatan yang bebas tetapi aktif,

Pasal 29 Undang-Undang Dagar Uni Soviet pada hakekatnya
menetapkan rangkaian tindakan Yang sama dan bahkan lebih spe~
s8ifik karena menyatakan bahwa hubungan antara Uni Soviet dan
hegara-negara lain harus berdasarkan prinsip kesamaan hak-hak
kedaulatan, saling menghindari penggunaan kekuatan ataupun
ancaman penggunaan kekuatan, tidak diganggunya bataas-batas
wilayah dan integritas wilayah negara, penyelesalan masalah
pecara damai, tidak mepcampuri masalah-masglah dalam negeri
hegara-negara lain, menghargal hak-hak asaal manusia dan ke«
bebasan, persamaan hak-hak dan hak bangsa untuk menentukan
nasibnya sendiri, meningkatkan kerja sama antara bangsa, dan
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secara Jujur melaksanakan tugas-tugas yang berakar pada prin~
sip-prinaip dan keputusan perjanjian internasional yang di-
tandatangani Uni Soviet.

Hubungan Indonesis dan Uni Soviet selama 40 tahun ini
memang telah mengalam] pasang surut sejalan dengan perkemba-
ngan politik di masing-masing negara. Bila dilihat dan ditin-
Jau sejenak ke belakang, maka pads kurun wakiu 15 tahun per-
tama (1950 = 1965) hubungan bilateral antars kedua bangsa dan
negara berjalan cukup "hangat®, Bantuan Uni Soviet banyak me~
ngalir ke Indonesia (peralatan militer, pewbangunan stadion
senmayan, rumah sakit persahabatan di Rawamangun, dan lain-la-
in), sementsra dari Indonesia benyak pula mahasiswa yang di=-
kirim untuk bela jar ke negara tersebut dan negara-negara Ero-
pa Timur lajnnya dengan beasiswa dan fasilitas.

Dengan terjadinya peristiwa percobaan kudeta G. 30S/PKI
di Indonesia pada tahun 1965, yang kemudian diikuti dengan
larangan kegiatan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) ma=-
ka bubungan kedua negaras kemudian menurun dah "dingin". Ke-
edaan ftu kemudiarn semakin memburuk lagi, waktu terjadi pe-
ristiwa pemulangan Asisten 4tese Militer pada Kedutaan Besar
Uni Soviet di Jakarta; Letkol Sergei Egorov dan penutupap
kantor perwakilan perusahazn penerbangan "Aeroflot" di Jakar-

ta, karena kegiatannya dipandang sudah mepyimpang /tidak ber~

sahabat lagl oleh pemerintah Indonesia. )
Keadasan tersebut berlangsung selama hampir dua dekade.

Titik baXik perbaikan hubungan kedua negara dalam era Orde
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Baru dirintis oleh Menteri Luar Negeri Prof. DR. Mochtar Ku-
sumaatmad ja, SH. LIM, yang mengadakar kunjungan resmi ke Mos-
kow pada tanggel 1 dan 2 April 1984, yang kemudian diikuti
oleh kunjungan resmi Menko Ekuin Prof. DR. All Wardhane dan
serangkaian delegasi Kadin dalam rangks peningkatan eksport
komoditl non migas Indonesia. Perbailkan hubungan tersebut ke-
mudian dimantapkan lagl dengan kunjungan kenegaraan presiden
Soeharto bulan September 1989 dan kunjungan waki) presiden
Soviet Tertinggi/presiden Republik Uzbekistan Ibragimov ke
Indonesia, Janwari 1990,

Hubungan bilateral yang lebih aktif antara Indonesia dan
Uni Soviet memungkinkan mereka saling berkenalan dan berke=
inginan untuk memperdalam hubungan dan kerjasama yang bersgaha-
bat antara kedua negara. Dalam  kegiatan hubunggn dan kerja-
sama antara kedua negara, telah dikuatkan dengan dibentuknya

suatu perjanjian bilateral anters mereksa
(Indonesia - Uni Soviet).

Indonesia dan Uni Soviet telah menandatangani perjanji-
an perdagangan pertama dalam bulan Agustus 1965. Suatu per-
Janjian perdagangan setelah itu ditantangani padatanggal 23
Maret 1974, ketika JIven T. Grishin, wakil gmenterj Uni Soviet
berkunjung ke Jakarta. Suatu kontrak perdagangan penting yang
berjumleh US§90 juta diadakan oleh pengusaha~pengusaha Indo-

nesia dan mereka di Uni Soviet, pada kunjungan 22 - 27 Juni,
1984 oleh delegasi Kamar Dageng dan Industri yang dipimpin
oleh Sukamdani S. Gitosardjono ke Moskow,
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Dalaz kunjungan presiden Soeharto ke Uni Soviet pada
bulan September 1989, telah tercipta lagi suatu bentuk per-
Janjian interpasional antara kedua negara, Pernyataan tentang
prinaip-prinsip hubungan bersabsbet dan kerJjasama antara Uni
Republik-Republik Soviet Sosialis dan Republik Indonesia yang

ditandatangapi oleh Kepala kedua negara, Presiden Soeharto
dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev seusai pertemuan
mereka di Istana Kremlin di Moskwe Senin gore (11 September)
pukul 17.00 waktu setempat (Kompas, 12 September 1989),

Statement antara kedua negara itu ddperi Judul "On The
Fundamental of Friendly Relation and Cooperation Between The
Union of Soviet Socialist Republics and The Republic of Ipdo-
nesia", Dinyatakan babwa dalam wengembangkan hubungan, kedua
pibak akan berpedoman pada prinsip dan sasaran-sasaran yapg

selurubnya tercantum dalam seluruh Pasal, (terlampir).
Khusus mengenal hubungan bilateral aptara laip digayis~-

kan kedua pihak akan aktif mengembangkan hubungan persahabat=
an dan kerjasama yang konstruktif, kepatuhan pada prinsip
persamzan, kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri
serta prinsip saling menguntungkan juga sepakat memperluas-
dan mengglatkan dialog politik serta kerjasamas dalam forum
internagional., Pendeknya dalam meningkatkan hubungan kerjasa=
ma ita kedua belah pihak sepakat melandaskan pola pikirannya
pada demiliterisasi, demokrasi dan deideologisasi,

Mereka juga melihat kebersamaan dan kemiripan dalam po-
sisl kedua negara terhadap berbagai masalah penting dibidang



politik dan ekonomi dalam hubungan interngsional dewasa i{ni,
seria menegaskan kembali keterikaten mereka pads tujuan dan
prinsip-pringip piagam PBB.

Selain adanya kesepakatan tadi juga telah - ditanda~-
tangani suatu 'protocél" mengenai perjanjian kerjasama ekono-
mi dan perdagangan. Intisari protokol kerjagams ekonomi dan
perdagangar itu antdra lejin meningke tkan kerjasama ekonomi
antara pemerintah kedua negara dap juga antara pihak swasta
Indonesia dengan badan-badan ekonomi Uni Soviet.

4.3 Perjanjiap Multilateral Yang Dilakukan Uni Soviet Tentang
Berdirinys Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PER).

Salah patu perjanjian multilatereal, di mansa
lini Soviet sebagai pihak dalam pembentukannys adalah perjan-
Jian multilateral mengenai berdirinya Organieaei PBB. Uni So-
viet merupalmn salah satu négara sebagal "penginisiatif" atau
"peserta utama" dari dibentuknya organisasi PEB, Sehubungan
dengan hal ini, penulis menguraikan secara eingkat tentang
sejarah lahirnya Perserikatan Bangea-Bangsa .,

Dua tahup sebelum berakhirnya Perang Dunia II, diumum-
kan puatu Deklarasi Moskwa oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika-
Serikat dan Tiongkok pada tanggal 1 Nopember 1943. Dalam Dek-
larasl itn pnegara-negara sekutu tersebut ditegeskan, yang di-
kutip oleh Syahamin, AK (1988 : 90), bahwaj}

"...the pnecessity of establishing at the earliest prac-
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ticable date a general international orgarigation, based
on the principle of the sovereign equality of peacelo=
ving states, and open to membership by all such states
large and small for maintepance of ipternatiomal peace
an security®.
Maksudnya yaitu mengakui "adanya keharusap untuk mendirikan
swatu organisasi umum’ intersasional dalam waktu Yang secepat-
cepatnya dan yang memungkinnya berdasarkan atas prinsip per-
samaan kedauwlatan dari semus negara yang cinta damai den yang
keanggotaannys terbuka bagi semua negara demikian itu, besar
dan kecil dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan kea-
zapan interpasional®,

Selanjutnya atas dasar "Deklarasi Moskwa™ di atas die-
adakan perundingan di Dumbarton Oaks (dekat Washington) pada
bulapn Agustus dan September 1944, antara Inggris, Ameriks Se-
rikat dan Uni Soviey, sedangkan Tiongkok kemudian menyusul
turut serta juga. Hasil perundingan itu ilalah suatu dokumen
yang berisi usul terinci untuk mendirikan suatu organisasg
amum internasional (General Internstional Organigation). Usul
Dumbarton Oakp inilah yang kemudian ditambah dengan usul ten-
tang cara pemungutan suara yang disetujui di Konferenei Yalta
(Amerika Serikat, Uni Soviet dan Inggris), menjadi dasar dan
acara darl konferensi San Fransisco dari tanggal 25 April
sawpal 26 Juni 1945. Konferensi dihadiri oleh 50 negara-nega=
ra sekutu, di antaranya turut serta bhanya sebelas negarﬁ Asia
Afrika, yaitu Ethiopia, India, Iran, Irak, Libanon, Liberia,

Meeir, Philipire, Saudi Arvabia, Syria, dan Turkey. India dan




Pnilipina pada wektu itu belum merdeka pemuh, akan tetapi di-
anggap sebagai sekutu yaog turut memenangkan Perang Dunia II.

Pada Konferensi San Fransisco itu tanggal 26 Juni 1945
dengan suara bulat menerima basilnya yang berupa plagam PBB
(Charter of The United Nations) dan Statute of The Internz-
tional Court of Justice yang dijadikan lampiran dari pilagam
PEB dan mempunyal kekuatan mengikat yang sama. Maka denganp
demikian lahirlah PEB pada tanggel 26 Juni 1945, tetapl pe-
ngesabannya yang reemiialah pada tanggal 24 Oktober 1945. Ya-
itu hari ratifikasi dari plagam PBB mepurut Pasal 110 dari
pPlagam tersebut.

Uni Soviet sebagai negars anggota PBB dan sekaligus ge-
bagal salah satu negars yang menjadi anggota tetap (Permanent
Members) Dewar Keamanan PBB. Ads  permasalahan yaug
muncul , -setelah bubarnya Uni Soviet, yaitu mengenat status -
keanggotaan tetap dengan hak veto Uni Soviet di Dewan Keaman-

e«n 'PBB, negara republik mans yang mempunyaji hak untuk mendu-
duki kursi 0Onj Soviet d{ Badan-badan PBB, termasuk kursi ang~

gota tetap Dewan Keamanan.

Negare Republik Rusia sekarang, selajn penduduknysg
maupun wilayahnyas merupakan yang terbesar dibandingkan dengan
negara-negara vrepublik lainnya, juga menjadi kedudukan Ibu
kota Moskwa, yang merupskan pusat pemerintahan bekas Uni" So-
viet, Republik Rusia iai dulunya dibentuk dari negara-negara
Ero-Amiatik, yang pernah disebut sebagai Grand Duchy of Mos-
cow, yang kempdian dalam tahun 1921 telah menjadi Negara ‘Ru-
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gia Raya. Setelah pecahnya Revolugi Oktober tahun 1917, nega-
ra itu telah mpembentuk Kepublik Federasi Sopialig Soviet Ru-

sis; kemudian melalui deklarasi Moskwa tanggal 30 Februari
1922 telah diubab menjadi Uni Republik Soviet Sosialis (URSS),

Hegara Rusia sekarang ini merupakan negara  Republik
Utama dalam gistem Uni Soviet sebelumnya, yang mempunyai pe=-
ngawagan paling effektif dibidang pemerintahan (government
effective control) serta mendapat dukungapn terbesar dari ma-
yorit#s penduduk bekas Uni Soviet (entire popular support).
Eareng jtu,atas dasar sejarah maupun prinsip-prinsip tersebut
Rusia merupakan satu-satunya negara bekae Republik Federasi
Yang menjadi gukeesl Uni Soviet. Jika Rusia merupakan suksesi
Uni Soviet dan tempil sebagai subyek hukum internaeional, de-
I ngan sendirinya Rusia akan mempunyal hak untuk menduduki kur-

gl bekas Urnl Soviet di badan-badar PBB, termasuk kursi anggo-

ta tetap Dewan Keanmanan.

Sumaryo suryokusumo (Kompas, 8 Januari 1992), mengemu=:.
kakan bahwa; ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkarn
untuk mengujli peadbenaran tersebut, antara lain sebagai beri-
kuts

1. Uni Soviet merupakan "penandatangan utama® Deklarasi FBB
di Washington tenggal 1 Januari 1942, dan telah menyatakan
perang melawan negara-negara Poros yang tergabung dalam
"Pripartite Pact"™ 1940 (Jerman~Italia-Jepang), -

2. Uni Soviet merupakan "pihak utama™ dalam perjanjian Post-
dam tanggal 2 Agustus 1945. Uni Soviet, Inggris dan Amerli-
ka Serikat, tiga negara besar yang di dalam  Persekutuan
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Fegara-negara telah memenangkan peperangan di ErOpa dalam

Perang Dunia II.
Be Se;ama peperangan masih berlangsung melswan Jepang di Asia

Udl Soviet tanggal 9 Agustus 1945 telah ikut serta menyav

takan perang bersama dengan Cina, Inggris dan imeriks Se-

rikat, yang sebelumnya (tanggal 20 Juli 1945) telah membe-
rikan ultimatum kepada Jepang untuk segera menyerah tanpa
syarat, '

4. URSS merupakan “peserta utama™ Konferensi PBB mengenai Or-
ganisasl Internasional yang diselenggarakan di San Pran-
cieco tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945 dan telah me-
netapkan piagam PBB. Sebagaimana tersebyt dalam pasal 23,
PEB memberikan Uni Soviet bersamg dengan Inggris, Amerika
Serikat, Persncis, dan Cina kedudukan khusus sebagal ange
gota tetap Dewan Keamanan, karena mempunyal tanggung ja=-
wab utama dalam peperangan melawap negara-negam Poros dan
membina perdamaian sesudah Perang Dunia II,

Melihat perkembangan sekarang ini, khususnya yang -. me-
nyangkut kelanjutan dari peristiwa lenyapnya eksistensi nega-
ra Uni Soviet mebagal subyek hukom fnternasiopal, Uni Soviet
kini digantikan oleh Republik Rueia, dan hal fni telah diakui
oleh masyarakat internasional. Rusia sebagai suksesi Uni So~
viet akan mempunyai hak-hak untuk menduduki kursi Uni Soviet
di badan-badan PHB, termasuk badan-badan khusus PBB, dan le-
bih dard ftu hak untuk menduduki kursi anggota tetap Dewan

Keamanan.
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BAB 5 AR = g /
ANALISi SETELAE TERJADINYA Gy
SUKSESI NEGARA UNI SOVIET \

5.1 Sekilas Tentang Negara-negara Pengganti.

Berkat kekaisaran Rusis yang kuat setelah Perang Dunia
I, wilayah-wilayah kekuasaan meliputi daerah Soviet sendiri,
bahkan selama Perang Dunia II kekuasaan kekaisaran semakin di
perluas dengan mengadakan ekspansi terutama sejumlah daerah
diwilayah Eropa dan sebagian kecil di Asia.

Bagaimana asal usul munculnye ke 15 Republik menjedi bagi-
an Uni Soviet?. Di bawah ini secara singkat gambaran tentang

munculnya ke 15 Republik Uni Soviet, yang diuraikan mepurut
abjad.
Armenia.

Menurut sejarah, munculnya Armenia kurang lebih pada
abad ke 7 SM, Ada beberapa bangsa yang mepdomingsi daerah ini
yaitu: Persia, Romania, Yunani Bigzantium, Arab dan Turki, se-
panjang sejarah kemerdekaan Armenia ini pernah mengenyam ke-
merdekaan, namun periodenya tidak begitu lama.

Pada a2bad 19, Armenia pernah berdiri sejajar dengan Ru-

sia, bertempur melawan Turki Ottoman. Dalam pertempuran itu
orang-orang Armenia mencoba mendapatkan kemerdekaan. Akhirnya
berhasil dengan mendiriken republik dalam waktu singkat. Da-
lam tahun 1920, oleh pemerintah Soviet dan Turki akhirﬁ;a Ar-

menia dipecah. ©Dglam Pperkembangan sejarah akhirnya  pada
bulan Desember tahun 1990, Republik Soviet Armenia diresmikan.
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luag daerah Armenis 11,490 mil persegi, dengan jumlah pendu=-
duk 3.113.000 jiwa. Ibu kota Aymeniz adalah Yenevan,

azerbaila_mz

Dalam pra kekaisaran Persia Kristen, Azerbaljan merupa-
kan palah satu bagian. kekuasaannya. Di daerah ini sebelgh
utara terkenal karena kekayaan minyak, termasuk kota yang men
Jadi ibukota Azerbaijan yaitu Baku, dengan luas daerah 33,430
@il persegi dan jumlah penduduknya 6.203,000 jiwe. Deerah ini
diperolehnya ketika diadakan perjanjian pada awal abad 19,
Dalam perkepbangannya wilayah ini dipenuhi oleh bangea Turki,
Semasa daerah ini dikuasai Turki,pada tahun 1918, salah satu
republik Agerbaijan diresmikan. Tetapi sayang karena pada ta-

hun 1920 Temtara Merah Soviet menghancurkannya dan .. akhirnya
dibentuklah Republik Soviet sszerbaijan.

Belorusia,
Pada abad 19, di samping Rusis dan Ukraing yang membens

tuk negara Rusia di Keiv, Rusia Putih yang termasuk bangsa
Slavia yang tinggal di bagian timur, juga mendirikan negara.
Namun pada waktu itu terjadilah invasi yang dilakukan oleh
bangea Mongol, akibatnya wilayah Belorusia di bawah kekuasaan
Ra ja Polandia~lithuania.

Dalam perkembangan sejarah, ketika Perang Dunia I tey-
Jadi periempuran antara Polandia dengan pemerintahan Soviet
baru, sebagian dari bagian barat Belorusia diserahkan kepada
Polandia. Pada tahun 1939, berdasarkan rerjanjian yang diads-
kan oleh Hitler-Stalin, Uni Soviet mengambil kembali wilayah

tersebut. Ibukota Belorusis yaitu Minsk, dengan jumlah pepdu-
duknya 9.659,000, dan luas daerah 80,134 mil persegi.
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Eatong,

Estonis yang umumnya bahaea bangsanya mendekati Finlan-
dia pada abad 11 dam 12 pernah bertahan melawan dominasi
Skandinavia dan Rusia. Namun pada abad 13 akhirnya ditakluk-
kan oleh pars pangeraf: Jerman dan Denmark, Pada abad 19, au-
lai timbul kebangkitar nasional Estonia yang akhirnya mendo: s
rong ke arah kemerdekaannya. Pada tahun 1918 Estonia menyata-
kan merdeka dari kekuasaan Rusia.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1940, tepat~
nya pada bulan Agustus, Estonia direbut oleh Uni Soviet dan
diadakan perjanjian Hitler-Stalin yang menyatakan bahwa Egto-
nia di bawah kekuasaan Uni Soviet., Namun tidak lame kemudian,
kurang lebih petahun setelah diduduki Uni Soviet, Jerman ber=
hasil mengusir Uni Soviet dari Estonia. Akibatnya oleh Hitler
Estonia disatukan dengan Jermen. Empat tahun kemudian, Rusia
berhagll menggempur Jerman yang menguasai Eetonia, tepatnya
pada tahun 1944. Sejak tahun itu Rusia menguasai Estonia.
Tallin adalah ibukota Estonia, dengan jumlah penduduknya ;
1.484.000, dan luas daerah 17,410 wil persegi.

Georgia,

Luas daerabh Georgia; *26,900, dan jumlah penduduknya
5.021,000. Munculnys bangsa Georgia yang tinggal di wilayah
pegunungan Kgukasus sudah sejak 2,800 tahun lampau. Seigk abad
ke 13 sudah ada kekgismaran Georgia, namun dihancurkan oleh
invasi Mongol, akibatnys wilayahnya terbagi-bagi di bawah ke-
kuasaan raja kecil Turki dan Persia. Pada abed 19, Rusia
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menghancurkannya dan akhirnys dapat menguasal eebagian begar
Georgia. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, pada tghun
1918, Georgia pengumumkan kemerdekaannyes dan pada wakto itu
diakui oleh sekutu. Namup Bayangnya, pada tahur 1921 Tentaras
Merah Soviet mesuk ke Tbilist ibukot Georgia, dan akhirnys
Georgia direbut dan dijadikan Republik Soviet Georgia di ba=-
wah kekuasaan Stalin yang berasal deri Georgia.

gzgkhatgn A

Pada ssat invesi bangsa Mongol ke. Ruaia, bangsa campu-
Tan darl suku Turki dap Mongol di barat daya Soviet Asia la-
hirlah bangsa Kazakhstan, Itu terjadi pada abad ke 15. Dalam
pPerkembangan aejarahnya, pada tahun 17319 Bangsa Kazakhstan di
kuasai oleh Rueia. Pada waktu perpindahan petani Rusia dan
Ukraina ke tanah Kagakhstan terjadilah pertempuran yang ber-
akhir pada tahun 1916. Pada tahun 1917 bangsa EKazakhstan yem-
bentuk pemerintahan. Famun karena penyerbuan Tentara Merah ke
wilayah itu pada tahun 1919, akhirnya dibeptuklah wilayah
otonomi setahun kemudian, Kazakhstan menjadi republik Soviet
tahun 1936. Iuags daerzh Kagzakhstan 1,048,030 mil persegl de-
ngan jumlabh penduduk 15.045,000, dan ibukotanya Alms Ata.
Kirghieia.

Bangsa Kirghizia sebensrnya bangsa nomadik yang masih
berdarah Turki, Mereka tinggal di pegunungan wilayah tenggara
luas daerah Kirghizis 76,460 mil persegi. Palam sejarah ke-
merdekaan, Kirghizia sebenarnya mengalami beberepa kali dalam
tingkat suku, Hal inl berjalan sampal pada abad ke 19, saat
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penja jah Soviet masuk. Pada tahun 1916, karena Rusia mengua -
sal sebagian daerah yang subur, terjadilah sunatu pertempuran
bangsa Kirghigia melawan Rueia. Saat itu Eirghizis mepgguna-
kar perlawanan secara bergerilya. Perlawanan seperti ini di-
Pakai juga ketika meldwan penguasa Soviet getelah terjadi re-
voluei pada tahun 1917, Kirghiris akhirnya pada tahun 1924,
dijadikan bagian dari federasi Rusia, dua tahun kemudian men-
Jadl daerah otonmomi, status republik penuh baru terjadi pada
tabhun 1936,

Lithugnia.
Bangsa lithuania, bilamana ditelusuri dalam sejarah se-

Jak 2,400 tahun yang lampan pada umuanya bangss Slavia seper-
t1 banges latvia, memiliki akar pantai tenggera Baltik. Fada
tahun 1385, litbuania membentuk Uni Monarki dengan tetangga-
nya yaitu Polandia,dan kemudian berusaha membentuk kekaisaran
sendirl, Namun pada akhir abad 18, ekspansi Rusia menghan-
curkan Lithusnia. Dalar sejarah perkembangannya pada tahun
1905, pare patriot Lithuania bangkit dan menyerukan otonomi
Yang akhirnya pada tahun 1918 menyatakan negara merdeka ber-
samaan waktu dengan Jerman mengalami kekalashan.

Fada tahun 1922 Lithuania menjadi anggota IBB. Amerikas
Serikat secara resmi mengakui kemerdekaan pnegara itu pada ta-
hun yang samg dan mengirim duta besarnye ke Vilnus, Kemudian
pada pertempuran dengah Polandia, ibukota Lithuania  yaitu
Vilnus direbut., Ramun pada tahun 1939 Tenvara Merah Soviet
merebut #nnua dan dikembalikan kepada Lithuania, Setahun ke-
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wmudian 1940 Und Soviet menduduki Lithuania dan menyatakan ne-
gera itu sebagai republik yang ke 15. Luas daerah Lithuania
25,170 mil persegi dengan jumlah penduduk 3,433.000,

letvia.
Bilamamaditelustiri, nenek moyang etnis letvia adalah

rakyat Slavia barat yang muncul di wilayah ini-sejak abad 9.
Pgda abad 13, para pangeran Teutonic menguasal dan memerintah
di daerah latvia, yang terus berkuasa sampail ratusan tahun.

Setelab dikuasal pare pangeran Teutonic, latvia kemudign di-
perintah oleh Polandia dan Swedia, Pada tahun 1710, Peter I

werebut Riga, dan sisa wilayah direbutnya pada tahun 1795.
lahirnya semangat patriotik Iatvia, muncul ketika ga-

galnya revolusi Rusia pada tahun 1905. Pade saat Perang Dunia
I, terjadi pertikaiap antara tentara Jermap dengan parTa pem-
berontak Uni Soviet di kota Petrograd. Bamun setelah Jerman
dikalahkan, pada saat itu bangsa Iatvia memproklamasikan diri
dan lahirlah sebuah republik. Ini terjadi pada tahun 1920,
Namun pada bulgn Juni tahun 1940, tentara Soviet menyerbu Iat-
via, di bawah perjanjian Hitler-Stalin. Pada bulan Agustue ak-
hirnya latvia digabungkan ke dalam Uni Soviet. Riga adalah
Ibukota latvia, luas daerah latvia 25,590 mil persegl dan jum-
lah penduduknya sekitar 2.538.000,
Moldavia.

Masyarakat Slavia pada abad 19 sebagiap menduduki .wila=-
yah Moldavia yang pada waktu itu disebut Kjev Rus. Wilayah

ipi sebeparnya dikuasai oleh para ratu Rumania pada abad 15,
yang kemﬁdian dikuasal Rupla pada abad 19, Wilayah baglian ba-
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ratnya yang disebut Bessarbia berhasil disatukan ke Rusia pa-
da tahun 1918, Dalam sejarah perkembangannya, pada bulanm
Agustus tahun 1940, karena perjanjian Hitler-Stalin, Moskwa
akhirnya merebut Bessarbila dan menggabungkannya ke dalam ye-
publik Moldavia. Jbukota Moldavia yaitu Kishinev dengam 1luas
daerah 13,000 mil persegl dan jumlah penduduk 3.992.000.
Rusia,

Pada akhir abad ke 15 Ruela mencapail kekalsaran. Tenta-
ra Moskwa di bawah Ivan IV (Ivan pemberontakan) menaklukan
Bangea Mongolia yang menghancurkan Slavia dua abad sebelumnya
Akhirnya Bangea Mongolia diusir ke Siberia. Dalam abad 18, di
bawah kekaisaran Kusia berhasil memenangkan perlombaan mela-
wan Swedia dan Turki Ottoman, sebagai wujud keberhasilan. Be~
lorusia dan Ukraina dikuasainya. Pada abad ke 19, wilayah
vang sekarang disebut 2eia berhasil ditaklukkan Tsar Rumanov
dan menguagai daerah Transkaukasia dan mengontrol daerah Cri-
mea ,

Dalam sejarah perkembangannya, ketika Stalin berkuasa
berhasi) menduduki Polandia Timur pada tahun 1939 sebagai ha-
81l perjanjian Stalin-Hitler. Tidak hanya berhenti di situ,

Stalin kemudian menyerang Finlandies dan merebut wilayah seki-
tar 175.000 km persegi merupakan bagian wilayah Karelia Ba-

rat. Akhirnya pada tahun 1940 tepatnya pada bulan Maret,
wilayah ini direbut Rusias. Eetika perang berakhir pada tahun
1945, Stalin menuntut dan akhirnya menerima 13.000km persegi

wilasyah Prusia Timur. Ia juga menuntut wilayah di Asia de-
ngan kepulauan Kurile serta sebagian daerah baglap selatan
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Sekhlin, daerah Jepang. Moskwa adalah ibukota Rusia, dengan
luas daerahnya yaitu 6.592,810, jumlah penduduknya sekitar :
139.149.000,

‘I‘adzhikistan,
Ibukota Tadzhikistarn yaitu Dushanbe, dengan jumlah pen=-

duduk eekitar 4.009.000, luas daerahnya 55,240 mil persegi.
Bangsa Tadzhikistan sebenarnya berasal dari bangsa Persia,

yang pada abadke 10 datang, di bewah pengaruh Turki yang ke
banyakan beragams Islam, Keterlibatan Rusia berlangsung tidak

saopai abad ke 20, Karena menyusul Revolusi Bolshevik, oleh
penguasa Soviet dibentuklah Turkistan Otopom Republik Sosia-

lis Soviet. Termapuk bangsa Tadzhiks., Republik Tadzhiks mulai
dibentuk pada tahunm 1524. Republik ini termasuk sebagal bagi~
an dari Uzbekistan, yang pada tahup 1929 dipecah sehinggs
menjadi Republik penuh.

Turkmenistan,
¥ada wmumnya bangsa Turkmenistan memeluk agama Islam,

aliran Supnni yang menyebar ke berbagai wilayah:Iran, Suria,
Irak, Turki, dan Lfgani.atan. Tentara Rusie pernah menguasai

daerah 4sla Tengah yang kebanyakan jadi tempat tinggal bangsa
Nomad. Meekipun pernah mengadakan perlawanan atas pelanggaran
Rusia, namun akbhirnya dipatabhkan dan akhirnya takluk pada ta-
hun 1881, Kemudian mengadakan r¥evolusi kembali pada tahun1916
tetapi dihancurkan. Pada tahun 1919, Tentara Merah Soviet me=~
lakukan invaginys ke wilayah bangsa Tuskmenistan dan kemudian
membentuk kekuasaan Soviet di sana menjad{ Republik Turkme-
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nistap pada tahun 1924. Republik Turkmenistan mempunyai luas
daerah 186,400 mil persegi dengan jumlah penduduk 2,900.000,

dan ibukotanya i{alah Ashkabdad.
Ukraipa.

Ukrainas merupakan suatu tempat di mena bangsa Rusia ber
pangkalan di Kiev, Luas daerah Ukraina 231,990 mil persegi
dan jumlah penduduknya sekiter 50.127.000 serta Kiev adalah
ibukota Ukraina. Sejak pada abad 16, menurput sejarah  sudah
ada pemerintahan sendiri ketiks bangkitnya Don Cassacks. In
meniliki jiwa militer berkat diberinya pekerjaan oleh parg
pangeyran Polandfa-Lithunia dan Rusia. Pada abad 17 pernah
bangsa ini bertempur dengern Polandia. Mereka minta bantuan
Tear Rueia untuk membantunya. Akhirnya Rusia membantu, yang
berakibat Ukyaina diambil alih. Para patriot Ukraina, pada
tabun 1918 pernah memproklamasikan kebebasan dan kedaulatan
Ukrs ina, tetapl setelah Tentara Merah menguasai Kiev, Ukraima
menjadi bagian dari Soviet.

Uzbekistan,

Rakyat Usbek berasal dari nama Khan Uzbek yaitu na ma
seorang tokoh pemimpin Mongol-Turkl yang berhasil menguassal
wilayah Slavia pada abad pertengahan. Pada abad ke 15, mereka
mengadakan penyerangan ke wilayah antara Volga dan Iaut‘Aral
dan berhasil mendudukinya. Eetika berakhirnya revolusi Bol-
shevik, pengugsa Rusia dari Tashkent mendirikan republik oto-

nomi Turkistan, Dalam perkembangan sejarah selanjutnya pada
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tahun 1924 dibuetlab peta baru Turkistan yang akhirnys mune
cul Uzbekistar dan menjadl Republik, Ibuy kote Uzbekistan
ialah Teshkent can luzs dsershn,s sekitaer 173,546 il pere
segl denged Jumlah penduduk 16.161.000 jiwz.

5.2 Kedudukap Hukum legara-negers Pengganti Dalam Tata Hue
kum Inteyrnasianal.

Masyarakat Internazsionel merupakan masyarakat yang
dinamis, Ja berubah dari waktu ke waktu, 4da negars "tske
luk* dan dikuasai negars lain, ada pula negara baru yang
lahir, lahirnya negzrs baru depat terjadi karens zdanys
suatu peristiwe suksesi negara di dalam wilayah negara itu.
Pemerintah lama terguling, pemerintzh bapy lanir, lahirnya-
pemerintah dan negara paru tersebut szda yang melalui capa-
cara dazmal ade pulas yeng melalui carz-capa kKekerasan,

Dengan adanya perubchan-perubszhan ini, anggots magyu-
rakat internasionsl lainnya dihadapkan kepada dua pilihen
delam menanggzapinya, pilihan tersebut yaitu menyetujui atau
menclaknys. Dalam menghadapi pilihan-piliﬁan inilah lembaga
pengekuan mulai memecirkan peranannya.

Peranan lembaga ini sangat penting bagi lshirnya gua~
tu anggota baru magyarakat internmasional, Hal ini berkeitan
erat dengen kedudukan hukum dari negera baru tersebut. Pan—
pa mendapatkan pengekuan ini, negara tersebut sedikit  bae

nyak akan mengalami kesulitan dzlam mengadakan hubungan de-



2gan negara lainnya. Suatu negars yang belum diskui dapat
memberl kesan kepads negara lain bahw: negare terseput bidal
mampu menjelankan kewajiban-kxewajiban internasional, karee
nanya pengakuan ini perlu dan penting bagl suatu negera baw
TU.

Bageaimapakah keduduken zukum negars-negare pengganti
Uni soviet dalam tata hukum internasional sehubungan dengan
lembage pengakuun (recognition) ini?. Bagi negara baru yang
lahir melelui cara-cara damsi atau melalei konstitusional,
ia tidak begitu mengslami kesulitan delam mendapztkan  pe=-
ngakuan dzri luar. Sebaliknys, negara baru Jang labkir seca-
ra sepihsk, non konstitusgional stau revolusi, keadaan men=
Jadi lain, dan pengezliusn Lorenanys menjadi penting.

Sebagaimana yang telab disebutkan pada Beb 2 terdashu-
lu, bchwa pemischan dari Republik-republik Uni Soviet, se-
benarnys merupzksn sesustu yang legal dan sesual densze
konstitusi Uni Soviet, yeitu padz pasal 27, di dzlam isi
pasal ini mempenarkan adeny: tindekzn pemiszhuan ters-hut;
"bahwa setisp Republik Uni berhak secares vebas keluar dari
URSS". Hal ini dspat dipastikan, akibat pengarub Glacnost
dan Perestrolka yany dilancarkan Gorbachev berjangkit ke

Republik-republik Soviet, sehingga satu=-gatu dari  Renub-

lik-republik tergebut mendeklarasikan kemerdekaennye, hal




membiarkzn terjadinya kelonggaran-kelonggaran ikatan fede=
‘'rasl di Soviet, Sebelum terjadi pemisahzn yang menyeluruh,
Uni Soviet sebeagai "negera induk" (mother country) dari re-=
publik Lithuania, menentang keras dan tidak mengakui upayea
Lithuania untuk melepaskan diri pade tanggal 11 Maret 1990.
Seblngga Inggris dan Amerika Serikat pun, beserts negara~
negare leinnye tidsk mengakui negars ini, karems alasan-
alasan politis tertentu, yaitu terutams untuk menjaga hue
bungan baik dengan Gorbachev, yang pada waktu itu men jabat
sebagal presiden Uni Soviet dan Sekretoris Jenderal PRUS
(Partai Komunis Uni Soviet).

Betelah prosec disintegrasi Uni Soviet telsh benar-
benar terjadi di semuz nagara-negays bagian Uni Soviet dan
sebelum Uni Boviet kehilangan eksistensinya sehagai subyek
hukum interpasionzl, pada tanggal 6 September 1991, peme=—
rintah Unl Eoviet dengan resmi mengakui kemerdekaan tiga
republiknya di wilayah Baltik: Estonia, Latvia, dan Lithua-
nia. Kemudian pengakuan ini diikuti oleh negara-negsra lain
sepertl halnys: negara asmerika Herikat, yang juga mengakui
kemerdekaan Qkrains, Lrmenia, Kazskstan, Belorusia, dan
Kirghizia, dan iAmerika Serikat akan membuka aubungan diplo-~
matik dengan negars-negara tersebut dan menjadi sponsé; ke=

anggotsan mereka di Ferserikatan Bangsz=-sangsa. Selanjut-

nya presiden Amerike Serikat pada waktu itu, George Bush
]
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mengatelkan, amerike: Serikat jugs mengakuil Kemerdekaan enan
negers zepudblic bekas Uni Soviet, yakni poldavis, Turkme="
nisten, tzerbaijan, Tadzhicistan, Georgia, dan Uzbekistan,
dan ekan membuke hubungan diplometik dengsn mereka apabila
mereka bersediz bertenggung jawab atas kebijakssnszan keama-
nen dan pringip~-prinsip demokresi.

Selain jtu, George Bush dsalam pidatonya di Jashington
mengakul kemerdekaen dan demokrasi Rusia yang dipelopori
oleh Boris Yeltsin, dan kedutaan besar Ameriks Serikat di
Moskwa cken tetap dioperasikan dan beralih menjadi kedutsan
beszr Lmerika Serikat untuk Rusia, Bush mengatakan,"kami
akan wendukung pengalihan kursi Soviet kepada Rusia sebagai
enggote tetap Dewan reamanan Yerserikatan Bangsa-Bangsa".
Demikian dileporkan wartawan Fembaruan Albert HKuhon dari
Washington (Suars Pembaruzn 26 Desember 1991).

Sementara itu Menteri Luar Jegeri Republik Indonesia,
~1i Llatas pengatakan (Yompas % Januari 1992), bahwa Indo=-
nesia telsh mengakui adanya pengelompokean negara-negarsa

merdel: yang tergadbung di bawan naungan Fersemakmuran nega-

re-negara herdeka (CIS = Commonwealth of Independent States)
karepna itu, Duta Besar Indonesia untuk Mogkwa, Drs Janwar
Mar<h Djani, yang semula diakreditasikan untuk Uni S:oviet
telah pula diakreditasikan kepada Rusia dan untuk seterus~

nys merangkap lima negara yaitu, Ukraina, Belorusia, "Ka=
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zakhstan, Uzbekistan, dan Rusia. Sebaliknya, lanjut Menteri
Luar negeri ;.1i .latas, Duta Besar Uni Soviet untuk Ipdo-
nesis, Valeri V Maligin, di Jakerts dengan resmi telzh menw
Jadi akil Federasi Persemakmursan.

Kemudian nezara—megara lain yang akan mengadakan pu-
bungan diplomatik dengzn negare Baltik adalsh argeantine,
Austria, Kanada, Ccekoslwakia, Denmark, Perancis, Hongarisa,
Malta, Norwegia, Polandia, dan Rumania. Ferancis, Jerman,
Portugal dan Belgia mendesak negera-negara anggota masyarae
kat Eropa untuk menjalin hubungan diplomatik. Negarz Inge
gris dan Jepang telah pula mengakui kemerdekaan Regara-ne-—
gara di Republik Beltik den Republik-republik lainnys,
(Kompas 11 Septemder 41904),

Dari uraian di atas, nampak bahwa neZara-nezgarsa peng-
ganti dari ugl Soviet, telzh memenuhi syztu gsyaeret menurut
hukum internasional, suatu negers dapat dikatakan mempunyai
identitas jnternasional atau tidak, menurut Konvensi Monte-
video 1933, yaitu mendapat pengskuan dari luar dan menpl-
nyal kemampuan untuk celskukan hubungan dengan negera lain.

Dengan adanya pengzkuan (recognition) ini, dapatlab
dikstakan behwa, negera-negars pengganti dari Uni Soviet,
telah mempunyai kedudukan hukum yang pasti dalam tate hukum
internasional, walaupun pemberian pengakuan ini semata-wmata

hanyea didzgerkan padz alasen-slesan politis, buken alsgan
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oukum (purely political »=as31s). Menyangkuyt alazsan politis
ini, Brierly menyatakan, yang dikutip oleh Huala adolf, »H

(1991 : 57) bahwa pemberian pPenguekuen ini merupakan tindake
an politik dapripades tindakan hukum. Lauterpacht menegeskan,
bahwa pengakuan bukanlah masalah hukum, Ia menyatakan bahe
wa praktek negara-negare tidak beragam dan tidak menun juk-

kan adanya aturane-atursn hukum dalac masalah pengakuan ini,

Meskipun lembaga pengakuan inji bersifat politik, na-
mun dengan diakuinya suatu negara/pemerintsh baru, konsekuw
ensi yeng ditimbulkannya dapat berupa konsekuensi politis
tertentu dan koasekuensi yuridis entars negera yang diakui
dengan unegare yang mengakui.

Konsekuensi politie yang dimaksud misalnya saja, ke
dua negera kemudian dapat dengan leluasa mengadakan hubung-
en diplomatik, sedangkan konsekuensi yuridisnya dapat beru=
pe: Pertams, pengakuan tersebut merupakan pembuktian atas
keadaan yang sebenarnya (evidence of the factual situation)
Kedua, pengskuan mengakibatkan akibateakibat hukum tertentu
dalam mengembalikan tingkat hubungan diplometik =zntars ne-
gara yang mengakui dan yang diakui. Ketiga, pengakuan meme
perkukuh status hukum (judicial standing) negara yang‘-'di~
akui dihadepan pengaedilan negara yang méngakui.

Bila kite melihst perkembangan setelah Uni Soviet bu-

var, jelas terlihat bahwa negara-negara pengganti dari Uni
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Soviet tersebut, telah mendzpatkar pengakuan {(recognition)
dari pusyarekat internasional, dap hal ini berarti masing-
masing negars pengganti tersebut, telah mempunysi status

sebagal subyek bukur internzcsicnal.

2«5 Status Perjanjian Internzsional Bagi Negors-negare
Pengganti,

Pengertian treaty atau perjenjian internasional se-
bagaimana yang terdapet di delam Konvensi Wina tahun 1969,
pasal 2 eyat 1 (&), dimaksudkan adaleh suatu perjanjian in-
ternasional yang dibuat di antazra negera-negara dalam ben-
tuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik gg-
lam satu instrumen tunggal ataupun dzlam dus atau lebih
instrumen yang berhubungan dan spa pun nama instrumen ter-
s2but, Delam artian ini kiranys cukup jelas, bshwa zturan-
aturan perjanjian internasionsl yang telah dikodifikasikan
dalam Konvenai Wina tchun 1969 meliputi pengertian suatu
perjenjian khusus vang menimbulkan hak-hek dan kewzjibsne
kewajiban hanya bagl negara peserta perjanjian itu, dan
guatu perjanjian internasional umum yong memuzt Xetentuyane
ketentuan umum yang mengikat magyarakat internasional da-
locm keseluruhan (genersl multilateral treaties). -

Menurut hukum internasionel, setiap negera mempunyai
kemampuan uptuk membuat perjanjian internasionsl. Pada dea-

sarnye bagi negare yang berbentuk negara federal, meka ne-
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sére bagiannys tak mempunyai wewenamg untuk membuat perjan-
Jien internasiontl. Xemampuan untuk membuat.perjanjian ine
ternasional adz pada pemerintah pusat. Namun demikian kKaw-
dang-kadseng berdssarkoin konstitusi negaranya, negare vagian
diberi wewenang tertentu untuk membuat perjanjian interna-~
slionel. Sebagai contoh adelah negera vagian Byelorussia dan
Ukrainc, (Boer Maune 1982 : 88),

Selanjutnya mengenai masulah statuys perjanjian inter-
nasional yang telsh menimbulkan hak-hak dan kewajiban~kewa~
Jiben, bagi negara pengganti, seperti halnys negars-~negera
penggenti dori Uni Soviet, terdepat pendapat para ahli hu-
kur internasional yang berbeda dengan alasan-alagsn yang
berbedz pule, Pertama, adanys anggapan dari beberapsz sarja-
ne ysng menyatakan bahwa, dengan mugnahnye suatu negera hi-
leng puls hak dan kewejibar perjeanjian dapi negarz yeng
musnah tersebut. Sebsgsl contoh, miseinya pendapst J,.L,
Brierly yang dikutip Budi Lazarusli dan Syabhmin AK (1986 :
55}, menyatakan behwa, apabila suatu negara sudah digentie
kan oleh lzin negara, maka pada umumnya perjanjian-perjan-
Jian pun lenyap bersama negara itu. Sejalan dengan pendapat
tersebut di etas Bishop mengetakan bahwa:

-

¥ ...changes in the form of goverment of a state, or
change from one rule of cne adminstration to eanother,
do not terminate or modify its treaties. vhen a state
ceages to exist, however, its treaties come to an end
the treetieg of its successor apply to the poeple an
territory concerned.”
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Dari ungkepen singkat di atas kiranya cukup jelas, bahwa
2ishop mengemukaken adanys perbedaan suksesi negara dan
suksesi pemerintaban negara, yaitu suksesi negare mengakKie--
batkan berakhirnys perjanjian; sedangkan suksesi Pemerintah=-
an tidak berakibat berakhirnya perjanjisn, dengan demikian
negare pengganti atau negara varu tersebut bebas dari ikate
an-ikatan perjanjien negara yang digantikannya.

Oleb karens McNair mengatakan bahwae negara beru itu,
"eeo star life with clean state in the matter of treaty ob-
ligation®, (Budi lazarusli dan Syszhmin AR, 1986 : 56). Ti=
dek beralihnya semus hak dan kewajiban perjenjisn itu kepa=~
da pihak ketiga (successor state) Besusl dengen asas hyxunm
internasional, yaitu pacta tertiis nec nocent nec prosunt,
artinya bahwa perjanjian hanys beplsku / mengikat para pie-
hak perjanjian itu sendiri.

Kedua, adanye kenyataan den pendapat yang merupskan
pengecualian dari ketentuen ataupun pendapat-pendapat ai
atas, yaitu beberapa macem perjanjian tertentu tetap berla-
ku terbadep negara pengganti. Sebagal contoh dapat dikemu-
kekan pendapat dari J.G. Starke (1989 : 8), yang mengatskean
bahwa, perjanjian-perjanjian mengenai servitude atau quasi-
servitude misalnya seperti hak penerimean, atau traktat
yang menetralisasi atau mendemiliterisasi wilasyah yang bexr-

sangkutan, konvensi-konvensi multilateral mengenai kesehat-
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an, obat-obztan, perjanjian perbatasan, dilaksenakan sekali

pun wilayah itu oerpindah kekuasaan. Sementars itu 0'Con=
nel perpendapat seperti yang dikutip oleh Budi Lazarusli -
dan Syahmin AK (1986 : 57), oahws hal ini lebih merupakan
masslah nukum dan interpretasi perjanjian daripada pringip-
pPringip umum suksesi negara,

Dengan demikian kalau dikatekan bashwa negara baru ti-
dak terikat pada perjanjian-perjenjian yang dibuat oleh ne=-
garsa lama (yeng digantikan), meka sebailknys doktrin suksesi
negara itu dimufakatken dengan hukum perjanjian., Jadi jelas
bahwa masalah suksesi negara Tteraadap perjanjian ini sung-
guh merupaken masalah yang sangat kompleks, sehingges sukar
untuk menetapkem satu ketentuan umum mengenai berslih  ti-
daknye perjanjian-perjanjian tersebut kepada negara peng-
ganti.

Akan halnya candang.n yang keduz ini, maka jika kita
nubungkan denger peristiwe suksesi negare Uni Soviet, jelas
bahwa status perjanjian yang telah dilakukan oleh negeara
lama (Uni Soviet) tetap berlaku terhadap negara-negara peng

zgantinya. Perlu dilngat di sini tahwe hanys perjanjisn ter-
tentu saja yang tetap berlaku, sebagsimana yang telsh dlike=-
mukakan oleh J.G, Starke di atas.

pementara itu di dalam konvensi Wina tahun 1969 pasal
62 ayat (2)(a), ditetepkan bahwa perjanjian perbatasan yeng
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lazimnye cisebut sebagai perjanjian dispogitive, yaitu per-
jenjien~perjanjian yang mengatur tentang hak-hak territori—
8l seperti perjanjian perbetezsen ini (boundery trestiss)

dan perjanjian yang membebankan servituteservitut ates wie-
layeh, tetap harus beralih dan diskui oleh negara pengganti
bahkan perubshan keadsan secezra fundamental (rebus sic stane~
tibus) tidak diperkenankan menjadi alasan untuk membatalksn
perjanjien. Jenis perjanjian inilah yang oleh para penulis
diskui sebagai kekecualian terhadep doktrin clean state,

Selanjutnya, menurut para penulis hukum internasional
ada dua alterpstif teori yang dikemukekan, yaitu “teori ne~
gatip" yang mengajarkah, bahwa semua perjanjian yang dibuat
oleh negara yang digantiken tidak mengikat negara pengganti
teorl demikian ini lebih dikenal sebagezi clesn state prin-
ciple yang telah penulis kemukakan di muka; den teori "uni-
versal*, teorl ini mengajerkan, bshwa semua perjanjian in-
ternasionel yang dibuat oleh negara yeng digaﬁtikan teralih
secars langsung mengikat negara pengganti.

Belain kedua teori di atas, terdapat suatu care lain
untuk mengatur tentang perpindehan perjanjian Internasiahal
pada negara pengganti, yaitu dengan cara membust inherri-
tance agreement, atau lebih populer dengen sebutan “devolu-
tion agreement". Berangkat dari teori-teord di atas, negara=-

negara baru cenderung ke arah yang lebih menguntungkan da-
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lan menentukan silzap merela. Sejaubmana perjanaian itu da~
pat dileksanskan, Tergantung kepada vagaimana negera-negara
baru yang bersengkutan menentukannya.

Di atas telzh pernah ditegaskan, bahwa suatu rerjanji-
an tidak wenimbulkan hek dan kewejiban bagl pihak ketiga.
Hal ini berdasarkan pasal 34 Konvensi Wina tshun 1969 dan
pasel 8 (1) konvensi Wina tahun 1978, yang pada dasarnya
menyatakan bahwa apabila terjadi suksesi negara maka semus
perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan ( prede-
cessor state) adalsh batal, terkecuali apabila ditentukan
lain, misalnya dengan perjanjian penyerahan. Dengan demiki-
an berdasarkan ketentuan di atas, maka status perjanjian
internasional terhadap negara-negara pengganti dari Uni So-
viet dopat menjadi batal, Namun jike dilihat dari sikap
maupun praktek negara-negara baru cenderung untuk menepima
beralihnya perjanjisn-perjanjian yang dibuat oleh negara
yang digantikan, tentunya hal ini tidak terlepas dari per-
setujuan (consent) dan perjanjian pepnyershan dari negarae
negara varu tersebut, |

Begity pula yang terjadi pada sikap dan praktek yang
dilakukan oleh Uni Soviet dengan negara penggantinya,. me~
nunjukkan bahwa perjanjian internasional yang telah dilaku-
kan Uni Soviet beralih terhadap negara penggantinya. Dalam

hal ini Republik Rusis yang merupskan satue-satunya negara

A
I l
|

h
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pekas republik federasi yang peling domigan untuk menjadi
suksesi Uni Sqviet. Seperti yang telah diuraikan sebelum~
nye, menurut Sumaryo Suryokusumo oehwa hal ini  didasarkan
ates deszr sejarah dén Rusie merupekan negars republik ytae
ma dalam sistem Uni Soviet sebelumnya, yang mempunyai peng=
awssap paling efektif dibidang pemerintehan (government ef-
fective control) serts mendapat dukungan terbesar dari ma-
Joritas penduduk bekas Uni Soviet (entire popular support).

Kenyztaan ini didukung pula oleh adenys pengakuan dae
ri luar, seperti misalnya, smerika Seriket dalem pideto
presiden George Bush di Washington, Rebu malam 25 Desember
1391 (8uars Pembaruan, 26 Desember 1991) yang menyatakan
bahwa, kedutsan besar amerika Seriket di Moskwe akan tetep
dioperasiken dan berzlih menjadi kedutaan bessr hmerikz Se-
rikat untuk Rusia. Begitu pula dengen Dute Besay Indonesis,
yang semula diakreditasikan untuk Uni Soviet teleh pula @i-
akreditasiken kepada Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa nega-
ra-negara tersebut mengakui bshwa negare republik Rusia
bertindak sebagai negars suksesi Uni Soviet.

Selain itu, Republik Rusie kini telah diakui oleh ma-
syrakat internasionsl sebazai penggenti Uni Soviet di ba-
dan=badan organosasi internasional, termasuk di dalam Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga telah ber=
alihnya tas kecil berisi kode pelucutan senjeta nuklir
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serta diisinys ruang kerjs Miknael Gorbachev, mantan Presi-
den Uni Soviet oleh 3oris Yeltsin sebagai presiden Republik
Rusio.

ntas dasar pemikiiran di atas inilsh, meka penulis
verasumsi vahwe Republik Rusis merupakan negera pengganti
yeng paling dominan untuk mengambil alih perjanjian-perjan=-
Jien yang telah dilakuken oleh Uni Soviet atau dengan kzte
lain perjenjien internasionzl tersebut akan lebih banyak
beralih ke negara republik Rusia, Hal . ini tentunya tie-
dak terlepas dari kesepaliatan cesing-masing negera baik une-
tuk negara-negara penggenti lsinnya maupun dengan negarae
negara lein yang menjadi pihak atzu peserta di dalam per-
janjian-perjanjian tersebut. Menurut keterangan yang diper~
oleh delam wawancexa penulis dengan pihak dari Direktorat
rerjenjisn Internasional DEFLU RI di Jakapta; bahwa perjan-
Jian antare Indonecia dengan Uni Soviet yang telah dibuat
Tetap berlakun bagi Indonesia dan bagi negere pengganti dari
Uni Soviet selams belum disdakan sustu agreement baru dari
mesing-masing pihak untuk suatu perjanjian baru,

Di delem pasal 17 konvensi wina tahun 1978, dinysta-
kan bahwa negara baru diberi kesempatan uptuk ikut serta
dalam perjanjian multilateral sehubungan dengan suksesi ne-

gars dengan memberitahu (motificetion), kecuali apebila pe=

laksansannya bagi negara-negara baru tidak lsgi sesuzi de-




108

ngen obyek perjanjian tersebut, atau Juge apabila dipersya-
ratken persetujuan (consent) semus negarpa peserta untuk dae
pet menjadi pihak pada perjanjian multilateral tersebut,
Sedangkan mengenai perjanjian bilateral, di dalam pesal 24
konvensi Wina tahun 1978 ditentuken bebwe negars baru hanya
terikat apabils secara tegas menyetakan keterikatannya atan
ates tingkalh lakunys harus dianggap sebagai berikut,
Jelaslah bahwa, pendapat-pendapat para ahli hukum in-
tYernasional maupun praktek-praktek negare-negeara tidak mene
dukung terhadap suksesi umum terhadap perjanjian; NASINng-
masing perjanjian perlu diteliti lebih dghulu sebelum me=-
nentukan sikap menolask atau menerimanya, berdaserken sisi=

nye mesing-pasing.
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©.1 Kesimpulan.

M

Menurut hukum internasional ( pasel 34

Bonvensi Wina tshun 1989 dan paseal 8 ayat (1) Konvensi
Wina tahun 1978 J)s pecer ragora pengpenti seperti bal-
nya: negara-negara pengganti deri Uni Soviet, mempunysai
hak untuk menentukan sikapnye sendiri terhadsp perjan-
dien-perjenjian yens dibuat oleh negars yang digantikan.
Beralihrya perjenjian itw disertsi dengan perjanjian
penyerahen yang menyataken bahwa hak-hak dan kewajibane
kewzjiban dari perjanjian tersebut cdizer:zbkan kepada
negera pengganti dan negarz pengganti tidak menyatakan
kehendesknye Fuarg Terlzinan. Sehubungan dengan hel ini,
text-book Soviet mernyebutkan, bshwe negara-negers baru
sendiri yang wmenentukan sikepnya terhadap perjanjiunie
perjanjian ysng diadzkan oleh negers yang digantikannya
den lazimmya dibuat suatu deklarasi yang menyataksn gi-
kap tersebut. hKan tetepi untull perjenjian perbatasan
yang mepupakan suztu perjanjian dispositive dipandgng
berkewajiban untuk menerima hak-hak dan keweziiban-“ewa-
jiban yang timbul deri perjanjian tersebut, ini dida-
sarken pada ketentuan di dalam konvensi Wina tahun 1969
pesel 62 ayat (2).
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Eksistensi negara-negars pengganti deri Uni Soviet te-
leh diakul masyerskat internasional,.yang mengakibatken
ventul negara Uni Soviet sebagei subyek hukum interna-
éional uaupun sepagal suatu reslita geopolitik, dinya-

tzkan hilang keberadasannya, Pengekuan (recognition) ke=-
pads negara-negera pengganti tersebut, telah puls dilé-
kukan oleh negara Indonesias, dengan pernyataan resmi
cori negers Indonesis (Kompas, 3 Januari 1992). Juga
oleh negare smerika Serikat, yang diikuti oleh negara-
negere lednnye. Dengzn adanye lembage pengakuan ini,
sekerang Jelas bahwe negara-negars pengganti mempunyai

keduduken hukum yang pasti dalam tata hukum internasioe
nal, serta eksistensinye di dslam pergaulan masyaraket

internasional tidak dapat diraguken lagi.

Persemekmuran negera-negere merdeka (Commonwealth of
Independent States = CIS) yzng teleh disepakati oleh
sebelas Republik, dan tiges negare Baltik serte republik
Georgia, bertindek sebezgei negars penggantl yang meng-
gantikan Uni Soviet. Dori negsre-negere pengganti ini,
berdasarken slasan-alaszn yaug telah dikemukakan  oleh
Sumaryo Buryokusumo di muka, dan didukung oleh kenyata-
an dunis internasional serta perkembangan masyarakat
igternasional yang telab memberiksn pengekuan kepada

negéra republik Rusia, maka dapatlah dikatakan bahwa
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republik Rusic merupakan negare suksesi Uni Soviet, se=
Lingga republik Rusie inilah yang praling dominan untuk
mengambil zlih h%k-hak dan kewejiban-kewzjiban yang time
bul dari perjanjisn internesional pemerintah puset . pee

garsa Uni Soviet (predecessor state). Pemikiran di etag

tentunyas tidak terlepas dari perjanjian penyerahan dan
Juga persetujuan (consent) deri semua pihak dari per-

Junjian-perjanjian tersebut.

Dulen dunia yeng ditandai saling ketergantungan ini ti-
dek setu negerepun yang tidak mempunyai perjanjisn de-
ngen negara lain dap tidek satu negors pun yang tidak
iztur oleh perjunjian daslem kehidupan internecional,
Begitu pulea azlnye dengan negura Uni Soviet, telah va=-
nyak perjenjian imternasionsl, beik itu perjanjian bie
leteral maupuan perjanjion multilateral yeng telah dibue-
¢t oleh negara Uni Soviet sebelum terjadi suksesi diwie
leyahnya, Setelzh terjadinya peristiwe suksesi negare,
rebe status perjanjisn internesional ini tergantung pa-
kesepakaton atau persetujuan (consent) baik dari negara
yang digentiken maupun terhzdep negare penggantinye
serta pihak lain dari perjanjian~perjenjiam itu. Jadi
kontinuitas oerlakunya perjenjian lemas bagl negars baru

Juga tergaptung kepads persetujuan (consent) ateu pene=

rimaan dari negara-negare yang semula merupaken  pihak
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dari perjanjiesmn lamaz tersebut.

Darl praktek negars-negara, termasuk juge di dalam
praktek negarz di wilayah Uni Soviet setelsh suksesi,
nampalnys negars-negara baru atgu negars pengganti cene
derung untuk mengambil sikap menerima langsung mengie-
katnya perjanjian-perjanjian internssional yeng dibuat
oleh negara yang digantiken. Jadi meskipun tidak mene-
rima lengsung mengikatnya perjanjian~perjanjian inter-
nesionul, tidsk ade dari negara-negars baﬁu atau negare
pengganti yung menganut prinsip clean state sepenuhnya
dengan tidak mengakul mengikatnya seluruh perjanjian

internasional yang didbuat oleh negara yang dizantikan.,

6.2 Saran.

1.

Perlunys persetujuan (consent) dari negsra beru ztau
nuegaera pengganti, disebabkan dalam setiap perjanjian
interneeional yang diterima sebagai mengikat negara
bersangkutan, selain dari menikmati nak-hak yang ada
dalam perjanjian tersebut, juga menyengkut Lewajiban-
kewajihen yang harus dipikul oleh negara peserta. Maka
tisa dimengerti kelau negara-negara baru secara selek-
tif memilih perjanjian~perjanjian internasjional ‘.yang
mana saje dapat diterima sebagai masih berlaku bdagi di-

rinya,
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Karena Indonesiz telsh memberikan pengakuan (recogniti=-
on) terhadap negara-negara pengganti dari Uni Soviet,
untuk relanjutan dari perjanjisn bilateral, bagi Indo=-
nesia untuk ikut serta den menikmati hak-hak dan Xewae
Jjiban-kewejiban yang timbul deri perjanjian bilatepral
tersebut yang disepakati oleh kedua pihak, akan  lebih
beik jiks terlebih dabulu menagdaken penafsiran danp Pe=
nelitiasn terhedap perjanjisn-perjanjian itu dengan ber-
pedoman kepada UUD 1945 dan perkembangen keadasn dunia
sekarang terutama pada perkembangan aegara-negera peng-
gantl tersebut. Dengan demikian dapat menciptakan Sie
tuasi yang mencerminkan hubungsn yang erat dan memper-

oleh keuntungan deri wmasing-masing pihak.

Di dalam peraslihar perjanjian internasional terhadap
negara pengganti (successor state), tidak boleh diper-
soalkan lsgl mengensi batas-batas wilayah yang sudah
ditetzpkan ztau menetap, meskipun telah terjadi suksesi
negara, Hal ini didasarkan padc ketentusn pasal €2 ayat
(2) konvensi «#ina tshun 1969 dan di dalam keputusapn
Mebkamah Internasional (International Court of Justice)
di delam kasus mengenai Candi Presh antara Campucﬁea Ve
Toailand (Temple of Yresh vihear, 1962). Jadi nampaklah
bahwa keadaan rang ditimbulkan oleh perjanjian interna=
sional mengenai perbatasan dimazksudkan untuk tetap ber-

langsung.
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Protocol to the Treaty Between the Unlted States of
America and the Unlon of Soviet Soclalist Repub)ics

on the Limitation of Strategic OHenslva Arms, June
18, 1979

The }Jnil.ed States of America and the Union of Soviel Sucialist
Repuhhcs. hereinaflier referred to as Lhe Parties,

' Weakly Compilation of P1esidential Documents, June 20. 1979, pp. 1066 - 1059, The
prolocol was signed by Presidenl Carter and General Scerewary lreghnev.

AGUHEED ST‘ATEMENTS. COMMON UNDENIISTANDINUS, JUNL {8 b

‘Having agreed on limitations op sirategic oflensive arms in the
Treaty, .

Rave agreed on additional limilations for the period during which
this Protocol remains in foree, as [ollows: :

ARTICLE §

Fach Parly undertakes not to deploy mobile ICBM launchers or (o
flighi-test ICBMs {rom such launchers.

ARTICLE 1]

1. Each Parly undertakes not to deploy cruise missiles capable of a
range in excess of 600 kilomelers on sea-based laupchers or on land-
based launchers.

2. Each Party undertakes not to flight-test cruise missiles capable
of a range in exeess of 600 kilomelers which are equipped wilth mulii-
ple Independently fargetable warheads from sea-based launchers or
on land-based launchers.

3. For the purposes of this Protocol, eruise missilas are unmanned,
scll-propelled, guided, wenpon-delivery vehicles which sustain Night
through the use of aerodynamic lift aver most ol their flight path and -
which are flight-tested from or deployed on sca-based or land-based
launchers, that is, sealaunched cruise missiles and ground-launched
cruise missiles, respectively,

ARTICLE 11
Each Party undertakes not to light-test or deploy ASBMs.

ARTICLE |V

This Prolocol shall be cansidered an integrat part of Lhe Treaty. It
shall enter into force on the day of the enlry into force of Lhe Treaty
and shall remain in force through December 31,1981, unless replaced
earlier by an agreement on further measures limiting strategic offen-
sive arms.

Done at Vienna on June 18, 1979, in two capies, each in the English
and Russian languages, bolh lexts being equally aulhentic.



BASIO PRINCIPLES OF RELATIONS

ETWELH THE UNIOR OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
AIlD THE UHITED STATES OF AMERICA.

(lioscow, May 1972)

The Unilon of Soviet Socialist Republics and the

Dnitod States of Ameriesn,

Guided by their obligations under the Charter of ‘the
Ilnited Nations and by a desire to strengthen peaceful

i “relations with each other» and to pnlane these relations on
' _‘:hn firmest posesidble basis,

"1 ::q'\

' Avere of the need to make every effort to remove the
.hrant of war to create conditions which promote the
Nduction of tensions -in the world and the strengthening of
mivoraal security and international cooperation,

Believing that the improvement of Soyiet-U3 relations
- dnd their nutually edvantegeous cdevelopment in such

R 1 |

. I

areas )
‘_!'.s aco'm'nica, science and culturs, will neet thesq. o.biecuives
wnd contribute to betten mu.,aa'f under-sta')d..nb and: 'bt.si':ess-
..i.Le oooneratlon, without in an., wWay prejudica.ng, the

. inlerests of third countries,

W
' - [ ]

"onscious that tnese objectives r*eflent the interests
tha peoples of both cpunir!

——— . J.BB,

Zave apnreed as rollows.

2 ;_F'.rst.

Ther will procesd from the cormon determ:.nat:.bn
g% Ju:21!1%’- in the nuclear age trere is no alternative to conducting
&ir mutusl relations on the besis of peaceful coexistence,

1. erences in ideology and in the ggcial systems ‘0 the USSR
.r.n.;htha TSA are not cbstas:

o Ch ot

»m-.,u o

i

‘h

TT

€s To the pllateral developmen: of
+oornal relations based on the principles of sovereignty,
t-fwunlit-r, nen-interference

in internal affairs and mutual
baadvantago.

pvasim.Second, The USSR and the USA attach major importance

_”eventing the devélopnen“ o:‘ situations capable of




will always exercise restrein in their mutual relations, and
will bhe preﬁared to negotiate and settle differences by
peaceful means, Discussions and negotiations on outstanding
issues will be conducted in a spirit of reciprocity, mutual
sccommedation apd mutual benefit,

Both Sides recognize that eflorts to obtain unilateral
aivantage at the expense of the other, directly or indirsctly,
are inconsistent with these objeztives. The prerequisites
for meintaining and strengthening peaceful relations between
the USSR and the USA Are the recogrnation of the security
‘interests of the Partles based on the principle of equality
and the renunciation of the use of threst of force.

Third. The USSR and the USA have & specis) -
"espongidility, as do other countriss which sre permanent
nembers of the United lNations Security Council, to do every~
thing in their power so that conflicta or situations will
ot arise which would serve to increase international
vensions. Accordingly, they will seek to pramote conditions
in wnich 2all countries will live in peace &nd will not ba .
surject to outside interference in their internsl affairs,

Fourth, The US3R and the USA inteni to widen the
“Juridical basis of thelr mutual relations and to exert the
‘mscessary efforts so that bilateral agreements which they

&nd agreerents to which they are jointly parties are faith-
fully mplemanted.' _ ‘ _
h Pifth, The UQSH and the USA reafZimw theip readiness to
;dontinue the practice of exchanging views on problems on
frutusl interest and when necessary, to conduct such exchapces
et the hirhest level, insluling neetines between leaders of
_ }the two countries, ‘ |

The twWwo povermients welcome and will ac:.l:. ate an _
immase in productive contacts between representatives of
Ltno logislative bodies of the two countries.

‘._'.-,r .
e

‘;:' Sixth. "'he Perties wil2 ﬂon‘.:"-“a hely efforts to 1i=is .

;anmmmnta on & bilateral as'well as on a multilateral basis.
’ hey will continue to make speoial effort to limit strategic
A antn. Yhenever poasible, they will conclude concrete
E_a.grnmants aimed at achieving these purposes. -

The US3IR -to;oo‘-

-

Sw



» . 7The USSR and the USA regard as the ultimate objective
ol‘ thedr efforts the achievement of general and complete
disamanent and the sstablishment of an effective system on

finternational seowrity in accordance with the purposes and.
principlea of the Unitec iations, '

_ Seventh. The USSR and the USA regard commercial apd
iacOnomic ties as an important end necessary element in. the
;atrengthenirg of their bilateral relations and thus will,
_Betively promote the growth of such ties, They will
facilitate cooperation between the relevant organizations -
md enterprises of the two countries and the conclusion of
apprpprmta agreements and contracts, including longterm
: ones, .
The two countries will contribute to the irprovemant
“of maritime and air communications betwaen them.

l . Eighthe The two Sides consider it timaly and usei‘ul to
dnelon mutusl contacts and cooperation in the fields of
’acieme and technology. ihere suitable, the USSR and tha
USA will conclude appropriate agreements deal ing with
_ uooncrete cooperation in these fields,

! '_ Rinth, The two Sides »eaffirm their intention to
~aeeven cultural ties with one .another and to encourage _
flﬂlar familiarization with each other's cultural values.

"'hoy will promote inproved cond:.tmna Tor cultural exchanges
and tourism,

'\ Tenth, The USSR snd the USa will seek to ensure that.
-their tiee and cooperation in all the above-mentioned fields
apd in any others in their mutusl interest _are built on a
firm &nd long~term basis. Mo {ve a permanent character to

_these efforta, they will establish in all fields where this
"is feasible Joirnt commissicns or other joint bodies,

Zleventh. The USSR and the USA. rake no cleim for ,
i-themaolvea &nd Wwould not recognize the claims of ENyOoNe elea
“to eny special rights cr acvantages in world affairs. They
?recognizu the sovereign equality or 211 states,

1; The development of Soviet-US relations is not dlrected
ragainst tbird countries and their interests.

TWOLTthe ovees
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- Twelfth, The basic principles set forth in this i
document do not affect any obligations Wwith respect to other |
countries earlier gssumeg by the USSR and the US4,

Yoscow, May 29th, 1972,

For the Union of Soviet

For the United States
Socialist Republics,

of 4merica,

Figneq signed

L. BREZENZV RICEARD NIXON
".G;neral Becretary

of the Central Camittes
of the.C.P.S.U.

_ President of the 'United States
of America,

o
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Unofficial tramslation |

STATEMENT

ON THE FUNDAMENTALS OF FRIENDLY RELATIONS AND

COOPERATION BETWEEN THE UNION OF

SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

AND THE REPUBLIC OF INDONESIA

*

The Union of soviet Socialist Republics and the
Republic of Indonesia,

Nl

expressing their satisfaction with positive changes

taking place in their bilateral relations, characterized

by greater understanding, friendship and

mutually
advantageous cooperation between the two countries, ang
seeking to attain thelir further . comprehensive

development; :

proceeding from the specjal signifjcance of the

present stage in global develbpments, when humanity




faces the need to establish the foundations fdr va' new'
world order that would provide reliable guarantees for

its survival; -

taking 1ipto account the new political thinking
underlying SQviet- foreign policy based on the
recognition of the primacy of universal .hﬁman values,
demilitarization, democratization and . de-ideologization
in interstate relations, and Indonesia's independent and
active foreign policy aimed at asserting the principles
of non-aligment and at contributing to =2 world of
abiding peace, iﬁdependence and social justice . through
maintaining relations of friendship anq cooperation with

all sgtates, irrespective of their socihl and economic

systeﬂfs i

noting the coincidence or- proximity of positions of
the two states on a broa;'}ange of key political and

economic Praiplems ‘n contemporary international
ralations;

Eeeking to promote in every way tpe sfrengthening
of common and ¢omprehensive security for all states and
the creation of a nuclear-weapon-free world.‘a climate
of confidence and unpderstanding among peoples apd the
expansion of equitable and _ mutually ; advantageous

cooperation among them;




_reaffirming their firm commitment to the purposes
'apnd principles on the United Nations . Charter, -declare
"that in developing their relations they will be' guided

by the following principles and goals;

The Union of Soviet Socialist Republics and the
republic of Ipndonesia will develop actively their

friendly relation and constructive cooperation on the

~basis of full respect for independence, freedom of

choice of each nation with regard to 1ts national
development, compliance with the principles of sovereign
equality, non-interference in internal affairs and' of

mutual benefit,

T

The twao sides will endeavour to develop
qualitatively new dimensions in Soviet =~ 1Indonesian

relations, to intensity and expand thelr political

dialogue, and te Dbroaden their interaction in

international fora in the interest of universal peace

and security.,

They will encourage broader contacts and " exchanges
of visits at various levels, 1ncluding the ' +highest

level, promote inter-parliamentary relations and direct,




business like cooperation between their respective

Qovernmental departments and improve their consular

relations,

fhe Soviet Union and Indonesia expfess-their mutual
interest In developing stable and mutually advantageous
trade and economic cooperation as a major component pf
over-all SOQiet - Indonesian relatjons. They will
undertake joint efforts to improve the quality -apd
increase the scope of such cooperation and activaly

search for new form of cooperation.

In the light of unfolding opportunities, the two
sides will encourage the continued expansion of their
relations in the scientific angd tecﬂnclogical sphereg,
- Mg the peacpfgi use o outar space, the
exploratiaon of the world oceansg and other resources, anpd
facilitate an exchange of £xpericnces 1in the area of
economic¢, social and cultura. development, Proceeding
from the principle of mutual vtespect for the national

idehtity and cultural heritage of their peoples.

II,
The Saviet Union and Indonesia consider that the
use and threat of force can no longer he an instrument
of foreign pelicy and that genuine Progress cannot be

attained by infringing upon the rights and_intefésts on




{ndividual countries and peoples., Cooperation based on’
equality. and aimed at strengthening peace and
interﬁaticnal security in order to ensure man;s"suprema
right to 1life and to a free, independent ‘;nd decent

existence should Dbe the only alternative to

confrontation.

L]

III.

The Soviet Union and Indonesia are convinced that
the survival of human civilization and the harmonious
development of all the members of the interpational

communhity are possible only if the threat of nuclear

holocaust is removed.

The two sides confirm their resolve to continue
exerting efforts aimed at halting the arms race and at
achieving concrete measures of nuclear and conventional

disarmament under effective international control.

The two sides press for the cessation of all
nuclear weapon tests and for the conclusion of an
international agreement on their toéql prohibition.
They consider it crucial to ensure the non-proliferation
of nuclear weapons and are -of the viéw that the
estaplishment'of nuclear weapons-free zones constitutes
an important disarmament measure and an 1ntegrdi part of

the overall efforts toward a puclear-weapon-free world,



The Soviet Union and Indonesia deem it vital: to’
prevent the spread of weapons to outer space. The. two
sides emphasize that vigorous efforts are needed to
finalize as early as possible a convention on the
complete and effective prohibition and destruction of
chemical weapens. |

The Soviet Union and indonesia regard forelgn
military Dbases only as a temporary phenomenon and call

for their eveptual eliminaction.

They call on all memhefs of the 1interpational
community £o cqntributa in every way to an early
attajnment of these lofty goﬁls, while steps taken in
the framework of bilateral talks sho:l§ pe combined with

activities conducted at mut_i1laceral disarmament fora.

Iv.

Beinrg aware of their responsibility - for the-
maintenance of a climate éondusive to the progress and
prosperity of all the states situated in Asia and the
pacific, the two sides consider it important to expand
dialogue and copsultations with a view to solving the

problems of - the regions, including creating an

atmosphera of mutual respect and trust, reducing the



level op military activity, developing ”ﬁutually
advantageous, open and non-discriminatory Ccooperation 1ﬁ
trade, economic, scientific, technological and
humanitarian spheres, They call on 8ll interested

states to contribute to these efforts,

The Soviet Union and Indone51a reaffirm their
readiness to develop friendly relations Wwith all states

of the region.

In this contact, they nota the importance of
nermalizing Soviet - Chinese relations and Steps aimed
at normalizing relations between Indonesia and the

Feople's Republic of Chiina, emphasizing that these acts
further the cause of strengthening peace and Stability
in Asia and the Pacific and in the world at large and do

not run counter to anybsdy's interest.

The Soviet Union apd Indonesia are convinced that a
comprehensive apd just settlement of the cambodian
conflict' will make a bositive contributijop to the
general improvement of the situation in Asia and the
Pacific and will clear the way for the establishment of
a8 =zone cof peace, freedom and feutrality in Ssouth-East

Asia.



They express their readiness, in consultation with

all countries of South-East Asia, ta take practical

Steps to promote durable Peace, stability and " security,

45 well ag the development of mutually advantaqeous

Cooperation in South-East Asia,
vVI.

The Soviet Union and Indonesia declare their

Preparedness to continue exerting efforts to settla
Protracted yegional conflicts and to remove the focal
points of tension by political means, with due regard

for the balance of interest of all -ides involved while

ensuring the right of evéry wation to the freedonm of

choice in their natic.al development.

Th- Soviet Union apd Indonesia consider it

lnadmissible to intervene in the internal affairg of

Sovereign states under any pretext whatsoever.

VII.

Being gravely concerned over the continuing
L]

aggravation of the global economic situation, the two

sides reiterate the urgent need to intensify efforts and

to take effective measures in bridging the widening

socio-economic gap between the davelgped and develoving
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countries of'tha world. Towards this epnd thef' believ;
thaﬁ the dialogue conducted in the frame work of the
United Nations system and aimed at establishing a new
international economic order based on the principles of
justice and equali;y. should be reactivated. In this
respect, the -economic security of all states should be
protected apd the economic interdependence of all

members of the world community recognized.

In noting the world's vastly grown scientific and
technological potential, the Soviet Uniep and Indonesia
beljeve that it should serve as a vehicle to open up new
and exranded possibilities for the effective resolution
of gicbal econbmic, energy and other problems, through

jeint efforts and for the benefit of the entire human
1'ace'.

Being convinced that éh end to the global arms race
and reduced world military spending will contribute
significantly to international development, the two
sides emphasize, in particdlar, the need to convert the
facjlities and capacities - scientific, - technological
and physical - which presently fuel thé arms race, into
meeting the needs of economic and social development,

and especially. the urgent needs of the developing

coupntries,
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Noting the grave threat . of irreversible
environsental destfuction,. the soviet. Union and
Indonesia press for broad international cooperation in
preserving the natural habitat on the planet and in
eésuring puman.surviVal. They express tﬁe hope that the
establishment of a United Nations centre for
environmenptal assistance may become a realistic step

towards. the attainmepnt of these goals.

IX.

Tha Soviet Union and Ipdonesia will continue to
.dEVelOp cooperation and interacting, both bilaterally
and multilatera}i}, with a view to strengthening the
United Nations, enhancing in every way its role and
effectiveness as a - universal instrument for the
maintenance of international peace apd security and 'for

the democratization of international relations.

Th: two sides note with satisfaction the extremely
import;nc role being played by the Non-allgned Movement,

of which the Republic of Indonesia is a foupding member,

10



in solving urgent international problems and in‘strivinq

1 for a nuclear-free world and common security for all
.countries and peoples, for implementing the wdisarmament

for develcocpment" concept, for strengtheniﬁq the

independence of states, for broadening _1nternational

cooperztion on the basis of equality and equity.

The two sides are convinced that the activities of
the Non-aligned Movement meet the best interest of the-
[ ] world community and ccntribute to the strengthening of

[~ universal peace and international law and order.

Tha twp sides declare salemnly that the broadening
and deepening of Soviet - Indoneslan relations are not

aimed against the interest of any other state and do pot

affect their hilateral, regionél or multilateral

obligationé towards them.

M.S. GIRBACHEV SOEHARTO

Moskow, 11 September 1989
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